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ABSTRAK

MUH. ASRULLAH MUSLIM, 2023. Implementasi Perpajakan dalam
Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Takalar. Karya Tulis llmiah (KTI), Program Studi Perpajakan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing
oleh Pembimbing | Bapak Andi Rustam dan Pembimbing Il Bapak Muhaimin.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi perpajakan
dalam pengelolaan dana desa di desa Sampulungan kecamatan Galesong Utara
kabupaten Takalar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data
yang bersumber dari Pemerintah Desa Sampulungan, yaitu buku kas umum.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan
menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan implementasi perpajakan dalam
pengelolaan dana desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Takalar, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa
implementasi perpajakan ini menunjukkan perhitungan pajak di Desa
Sampulungan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
Namun bendahara desa melakukan keterlambatan dalam menyetor dan melapor
PPN, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 yang tidak sesuai dengan undang-undang
perpajakan, karena adanya keterlambatan dalam menyetor dan melapor pajak
bendahara desa dikenakan denda. Bendahara desa tidak membayar denda atas
keterlambatannya sehingga bisa dikenakan sanksi sesuai dengan PMK Republik
Indonesia nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17.

Kata Kunci: Implementasi Pajak, Dana Desa



ABSTRACT

Muh. Asrullah Muslim, 2023, Implementation of Taxation in Managing
Village Funds in Sampulungan Village North Galesong District Takalar
Regency. Scientific Writing (KTI), Faculty of Economics and Business
Department of Tax Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by
Advisor | Mr Andi Rustam and Advisor Il Mr Muhaimin.

The purpose of this study is to find out the implementation of taxation in
managing village funds in Sampulungan village North Galesong district Takalar
regency. The data used in this study is in the form of data sourced from the
Sampulungan Village Government, namely the general treasury book. The data
analysis technique used is a qualitative technique using data collection methods,
data reduction, presentation of data and conclusions.

The results of the research and discussion of the implementation of
taxation in managing village funds in Sampulungan Village North Galesong
District Takalar Regency, the researchers can draw conclusions that the
implementation of this taxation shows that tax calculations in Sampulungan
Village are in accordance with the provisions of the tax law. However, the village
treasurer made delays in depositing and reporting VAT, Article 22 Income Tax
and Article 23 Income Tax which were not in accordance with the tax law, due to
delays in depositing and reporting taxes the village treasurer was subject to a
fine. The village treasurer does not pay a fine for the delay so that he can be
subject to sanctions in accordance with PMK of the Republic of Indonesia number
64/PMK.05/2013 article 17.

Keywords: Tax Implementation, Village Fund
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memperoleh batasan
wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-
usul, dan/atau hak tradisional (Permendagri No.113 Tahun 2014). Desa
menurut pengertian konvensional adalah suatu jenis komunitas kecil yang
dapat ditemukan di mana saja di dunia dan khususnya di sektor pertanian. Hal
ini digambarkan sebagai gejala global yang terdapat di semua wilayah di dunia
(Indrizal, 2006). Kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan desa,
karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada
provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, tidak ada kabupaten
dan kota yang maju tanpa kemajuan dari desa atau kelurahan, sehingga dapat
dikatakan bahwa landasan kemajuan sebuah bangsa adalah kemajuan dari desa
(Soleh dan Rochmansjah, 2015).

Desa memiliki beberapa sumber pendapatan, antara lain pendapatan asli
desa, bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diserahkan oleh
kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak
ketiga (UU No. 6 Tahun 2014). Sumber pendapatan desa ini secara
keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi

tangggung jawab desa. Dana ini diberikan untuk mendanai penyelenggaraan



kewenangan desa dengan mencakup penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam hal ini,
pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk
melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di atas.

Dana desa mengacu pada dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer
ke desa oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota. Pengelolaan
dana desa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan
semua peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efektif, efisien,
tepat guna, transparan, dan tidak diskriminatif, serta tetap berkomitmen untuk
menjunjung tinggi kebutuhan masyarakat setempat (PP No. 60 Tahun 2014).
Sebagaimana yang diketahui, desa diberikan kesempatan untuk
mengembangkan dan mengarahkan kewenangannya sesuai dengan kebutuhan
dan prioritasnya. Artinya, dana desa akan digunakan untuk mengatasi segala
permasalahan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Desa yang
mandiri akan tercipta dan akhirnya akan mencapai pembangunan Indonesia
yang lebih maksimal dengan tata kelola keuangan desa yang baik (Sujarweni,
2015).

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kepala desa,
bendahara desa, dan perangkat desa lainnya dianggap sebagai ahli teknis yang
memiliki keputusan akhir atas distribusi dana desa. Dalam pengelolaan
keuangan desa, bendahara desa bertugas dalam urusan penatausahaan. Oleh
karena itu, kepala desa harus mengawasi bendahara desa dalam melaksanakan

penatausahaan keuangan desa. Sebelum tahun anggaran yang bersangkutan



berjalan dan berdasarkan pernyataan kepala desa, penetapan bendahara desa
harus sudah selesai. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh
kepala desa untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, dan
membelanjakan dana desa sesuai dengan APBDesa (Hamzah, 2015).

Bendahara Desa adalah pegawai sekretariat desa yang melaksanakan
urusan tata usaha keuangan untuk mengelola keuangan desa. Bendahara desa
merupakan bagian dari kelompok pengelola teknis pengelolaan keuangan desa
(PTPKD). PTPKD. adalah unit perangkat desa yang membantu kepala desa
dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara Desa dijabat oleh
kaur keuangan. Bendahara desa harus menyelesaikan semua penerimaan dan
pengeluaran dengan pencatatan dan tutup buku lengkap setiap akhir bulan
secara tertib. Bendahara desa harus membuat laporan pertanggungjawaban
untuk mempertanggungjawabkan keuangan. Laporan pertanggungjawaban
yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat
tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Pemahaman mengenai pajak harus lebih ditekankan mengingat banyaknya
transaksi ekonomi yang melibatkan penggunaan dana desa yang terjadi di
setiap wilayah desa. Setiap transaksi ekonomi akan selalu berkaitan dengan
pajak, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun institusi pemerintah
yang menerima dana dari APBN/APBD. Selain itu, karena sebagian dana
tersebut berasal dari kota/provinsi, maka aspek perpajakan harus dipahami

dengan jelas oleh setiap desa. Setiap pembelian barang dan jasa dari daerah



pedesaan pasti akan meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak
yang harus dibayarkan kepada negara.

Sebagaimana yang telah diketahui, pihak yang menjalankan fungsi
perbendaharaan dan pemungutan pajak dalam gelaran APBN/APBD adalah
bendahara. Begitupun ditingkat desa, Bendahara Desa adalah kelompok yang
menjalankan pengeluaran anggaran yang dibiayai oleh APBN/APBD dan
memiliki tanggung jawab untuk memantau, mencatat, dan melaporkan pajak
terhadap transaksi yang terjadi di desa. Aparatur desa memiliki kewenangan
untuk mengelola penerimaan negara sesuai dengan standar yang ditetapkan
undang-undang perpajakan. Potensi pajak sekaitan dengan alokasi dana desa
sangat beragam, tergantung dari jenis transaksi yang merupakan objek pajak,
serta transaksi atas pengadaan barang/jasa yang dapat dikenai pajak

(www.pajak.qo.id).

Secara umum dapat dikatakan bahwa banyak desa yang masih
melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan menggunakan sistem swakelola.
Akibatnya, terkadang ada pembelian material yang bukan merupakan barang
kena pajak, sementara pembayaran untuk tenaga kerjanya dilakukan dengan
menggunakan upah harian atau borongan. Hal ini akan menyulitkan bendahara
desa dalam mengidentifikasi apakah suatu jenis objek merupakan objek pajak
atau bukan dalam menangani pajak terutang. Selain itu, masih banyak
bendahara desa yang kadang kebingungan dalam menentukan jenis pajak,
objek pajak, dan wajib pajak dalam transaksi tertentu. Hal ini berpotensi

menyebabkan bendahara desa salah dalam menentukan pajak yang harus


http://www.pajak.go.id/

dipungut atau dipotong, yang akan berdampak negatif pada penerimaan
negara.

Sehubungan dengan beberapa penjelasan di atas, maka sangat penting bagi
bendahara desa maupun aparatur desa untuk memiliki pemahaman terkait
dengan aspek perpajakan dana desa dalam bertransaksi. Hal ini dilakukan
untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemungutan, pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan dalam aspek perpajakan yang menggunakan dana
desa. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan dalam
penggunaan dana desa diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan
penerimaan pajak. Oleh karena itu, disarankan kepada aparatur desa pada
umumnya dan bendahara desa pada khususnya untuk lebih memahami aspek
perpajakan sekaitan dengan penggunaan dana desa.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka
penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi
Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampulungan

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi
perpajakan dalam pengelolaan dana desa di desa Sampulungan kecamatan

Galesong Utara kabupaten Takalar?”.



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah yang tersebut di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perpajakan dalam
pengelolaan dana desa di desa Sampulungan kecamatan Galesong Utara
kabupaten Takalar.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Penulis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis
tentang implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa.
2. Bagi Instansi Terkait
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk
pihak desa terkait pentingnya implementasi perpajakan dalam pengelolaan
dana desa.
3. Bagi Pihak Lain
Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak lain dan juga dapat
digunakan sebagai bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya

dengan topik terkait.
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TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori
1. Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara
yang masuk dalam kas negara yang dilaksanakan berdasarkan pada
undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas
jasa. luran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran
atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Unsur ini memberikan
pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara
sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik.
Penerimaan pajak adalah ‘merupakan sumber penerimaan yang dapat
diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal
sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan
Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada
kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan



secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
2. Fungsi Pajak
Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:34)
pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:
a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah. Contoh: pajak digunakan untuk
pembiayaan rutin seperti- belanja barang, belanja pegawai,
pemeliharaan, dan lainnya.

b. Fungsi Mengatur (Regularend)

Pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengatur atau
menerapkan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.
Sebagai contoh yaitu pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap
minuman keras untuk menghindari konsumsi yang berlebihan.

3. Aspek Perpajakan Keuangan Desa
a. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan: perencanaan
kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan

memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan



bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan desa dilakukan tanggal 1
Januari sampai dengan hari terakhir bulan Desember dalam satu tahun
anggaran.

Dari sisi pengeluaran, belanja desa yang ditetapkan dalam

APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja
desa digunakan untuk mendanai penyelenggaran pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

2) Maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja
desa digunakan untuk:

a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat

desa;

b) Operasional pemerintah desa;

c) Tunjangan dan operasional BPD; dan

d) Insentif RT dan RW

4. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa
Pasal 1 Ayat 2 UU KUP mengatur bahwa orang pribadi atau badan

adalah wajib pajak yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan dan
pemungutan pajak, serta menikmati hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Di bawah ini adalah sistem
pemotongan dan pemungutan pajak:

a. Daftar untuk mendapatkan NPWP
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b. Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Bendahara Desa pada saat
pembayaran sehubungan dengan pembelanjaan, apabila pengeluaran
atas barang memenuhi persyaratan pemungutan PPh Pasal 22 dan
pemungutan PPN, harus dipungut dengan Pasal 22 PPh dan
pemungutan PPN

c. Menyetor pajak yang dipotong dan/atau dipungut

d. Melaporkan pajak yang dipotong dan/atau dipungut

5. Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

a. Penunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai

Pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014 mengatur bahwa bendahara
desa sebagai orang yang wajib memungut pajak penghasilan dan pajak
lainnya wajib menyetorkan semua potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Ketentuan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 16A(1) Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai Tahun 1984 yang mengatur mengenai pajak yang
terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa
Kena Pajak (JKP) ke PPN pemungut Pembayaran dipungut, disetor dan
dilaporkan oleh pemungut PPN.

b. Objek Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 2(2) KMK 563 Tahun 2003 menetapkan bahwa pemungut

PPN yang membayar atas nama PKP mitra pemerintah atas penyerahan
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BKP dan/atau JKP oleh PKP mitra pemerintah wajib memungut,
menyetor, dan melaporkan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang.
Dalam hal yang menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada Bendahara
bukan PKP, Bendahara tidak wajib memungut PPN.

Untuk memperjelas objek yang harus dipungut oleh bendahara desa,
berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Barang Kena Pajak, Jasa
Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan penyerahan yang terutang PPN.
1) Barang Kena Pajak (BKP)

Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Pajak Pertambahan

Nilai 1984 menjelaskan pengertian barang dan barang kena pajak

(BKP). Barang didefinisikan sebagai barang berwujud, yang

menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau

tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak

adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.
Barang tidak kena pajak berarti barang tertentu dalam

kelompok barang berdasarkan pasal 4A Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai 1984 sebagai berikut:

a) Produk pertambangan atau pengeboran diperoleh langsung dari

sumbernya.

b) Barang-barang pokok yang dibutuhkan banyak orang.

c) Katering disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung

dan tempat lain, termasuk konsumsi di tempat atau konsumsi di



2)
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luar tempat, termasuk pengiriman makanan oleh katering atau

operator katering.

d) Mata uang, emas batangan dan sekuritas.
Jasa Kena Pajak (JKP)

Pasal 1(5) dan 6(6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
1984 mendefinisikan pengertian Jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP).
Jasa adalah setiap kegiatan jasa berdasarkan perjanjian atau
perbuatan hukum yang mengakibatkan tersedianya barang,
fasilitas, kemudahan atau hak, termasuk penyediaan jasa untuk
produksi barang dengan menyediakan bahan dan instruksi sebagai
tanggapan atas perintah atau permintaan dari pelanggan. Jasa kena
pajak mengacu pada jasa yang dikenakan pajak menurut undang-
undang. Pajak yang tidak dipungut adalah layanan tertentu dalam
kelompok layanan berdasarkan pasal 4A Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 sebagai berikut:

a) Pelayanan medis dan kesehatan
b) Pelayanan sosial

c) Jasa pengiriman surat pos

d) Jasa keuangan

e) Jasa asuransi

f) Layanan keagamaan

g) Layanan pendidikan

h) Layanan seni dan hiburan
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i) Layanan siaran non-iklan

J) Jasa angkutan umum darat dan air serta jasa angkutan udara
dalam negeri sebagai bagian dari jasa angkutan udara luar
negeri

k) Buruh

I) Layanan perhotelan

m) Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan

n) Penyediaan tempat parkir

0) Pelayanan telepon umum dengan menggunakan koin

p) Layanan pengiriman uang dengan menggunakan wesel

g) Katering atau jasa boga

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pasal 1 angka 14 dan 15 UU Pajak Pertambahan Nilai 1984
menjelaskan pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak
(PKP). Pengusaha adalah mereka yang memproduksi barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah
pabean, melakukan usaha jasa termasuk jasa ekspor, atau
menggunakan barang dari luar daerah pabean dalam menjalankan
usahanya. Kegiatan atau pekerjaan layanan untuk individu atau

badan dalam bentuk apapun. Pengusaha Kena Pajak adalah
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pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak yang dikenai pajak menurut undang-undang.
Penyerahan yang terutang PPN
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 (1) huruf a dan
huruf ¢ tahun 1984 mengatur bahwa pengusaha menyerahkan barang
kena pajak di dalam daerah pabean untuk memungut pajak
pertambahan nilai, dan pengusaha menyerahkan jasa kena pajak di
dalam daerah pabean untuk memungut pajak pertambahan nilai.
pajak: Dalam petunjuk tersebut diatur bahwa penyerahan barang atau
jasa kena pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a) Barang atau jasa yang diserahkan adalah BKP/JKP
b) Penyerahan dilakukan di daerah pabean
c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
pekerjaan
Penyerahan barang untuk fasilitas gratis dan pembebasan PPN
Terkait dengan tugas Bendahara Desa, jenis pengajuan fasilitas
yang diberikan pembebasan PPN antara lain Peraturan Pemerintah
No. 81 Tahun 2015 tentang pengajuan BKP strategis tertentu
sebagai berikut:
a) Barang yang timbul dari kegiatan perdagangan di bidang
kelautan dan perikanan, termasuk penangkapan ikan dan
budidaya, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan

Pemerintah
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b) Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak

c) Standar dan/atau rincian ternak diatur oleh Menteri Keuangan
setelah mendapat pertimbangan dari Menteri  Urusan
Pemerintahan Bidang Pertanian

d) Benih dan/atau benih dari hasil pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan atau perikanan

e) Pakan hewan tidak termasuk pakan hewan peliharaan

f) Pakan ikan

g) Bahan pakan yang digunakan dalam pembuatan pakan ternak
dan ikan, tidak termasuk bahan tambahan pakan, standar
dan/atau rincian bahan pakan ditetapkan dengan peraturan
Menteri Keuangan, Kelautan dan Perikanan setelah mendapat
pertimbangan Menteri untuk Urusan Pemerintahan bidang
Kelautan dan Perikanan dan menteri yang membidangi urusan
pemerintahan pertanian.

6) Mekanisme Pengenaan PPN
Mekanisme pemberlakuan PPN dapat digambarkan sebagai
berikut:

a) Pada saat Anda membeli/memperolen BKP/JKP, PPN
dibebankan oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN vyang
dipungut oleh PKP penjual merupakan uang muka yang disebut
pajak masukan. Pembeli berhak menerima sertifikat penagihan

berupa faktur pajak.
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Dalam hal BKP/JKP dijual/dialinkan kepada pihak Kketiga,
terutang PPN. Bagi penjual, pajak penjualan adalah pajak
penjualan. Sebagai bukti pungutan PPN, PKP penjual harus
menerbitkan Faktur Pajak.

Jika selama masa pajak (periode yang sesuai dengan bulan
kalender) jumlah pajak penjualan lebih tinggi dari jumlah pajak
masuk, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.

Apabila pajak yang dibayar dalam satu periode akuntansi lebih
kecil dari jJumlah pajak masukan, selisihnya dapat dikembalikan
(dikreditkan) atau dikreditkan pada periode pajak berikutnya.
Perhitungan PPN dilaporkan untuk setiap masa pajak dengan
Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN). Perhitungan
PPN dilaporkan setiap masa pajak dengan surat keterangan

berkala PPN (SPT Masa PPN).

Perhitungan Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang Dipungut

Sebagai pemungut pajak, bendahara desa pada saat melakukan

pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh mitra Pengurus
PKP, ia wajib memungut, mengajukan dan melaporkan PPN. Besarnya
PPN yang harus dibayar dan dipungut dihitung dengan mengalikan
tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 11 persen, yaitu harga

jual atau beli kembali dan nilai-nilai lainnya.

PPN Terutang = 11% x Harga Jual atau Penggantian
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Dasar pengenaan pajak (DPP) diperlukan untuk menghitung
besarnya PPN yang terutang. DPP adalah harga jual yaitu nilai uang,
termasuk semua biaya yang dibebankan atau diminta oleh penjual
untuk penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang
dihitung sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
dan diskon yang dicantumkan dalam faktur pajak.

. Pembayaran yang Tidak Dipungut

Semua pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa atas
penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Mitra PKP dan Pensiunan wajib
dipungut dengan PPN. Pajak pertambahan nilai ini tidak dipungut
apabila PKP mitra negara memberikan barang atau jasa yang
dikecualikan dari pajak sesuai dengan Pasal 4 (1) a—g KMK 563 Tahun
2003 sebagai berikut:

1) Jumlah pembayaran paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dan tidak ada pembayaran sebagian

2) Pembayaran pembelian tanah

3) Biaya penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat pengurangan
pajak penjualan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan pajak
penjualan.

4) Pembayaran atas penyerahan minyak dan bahan bakar lainnya oleh

PT (Persero) Pertamina

5) Pembayaran ke rekening telepon
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7)
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Pembayaran untuk layanan lalu lintas udara yang disediakan oleh
maskapai penerbangan

Pembayaran lain atas penyerahan barang atau jasa yang tidak
dikenai PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Tata cara pemungutan pajak dari Bendahara Negara diatur dalam

lampiran KMK 563 Tahun 2003. Pemungutan PPN dari bendahara

desa secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Mitra PKP pemerintah menerbitkan faktur pajak dan SSP pada saat
mengirimkan tagihan kepada Bendahara Negara atau KPKN untuk
disetor sebagian atau seluruhnya.

Mitra membuat faktur pajak dengan kode transaksi "02".

Apabila pembayaran diterima sebelum pemungutan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atau sebelum penyerahan, Faktur
Pajak harus dibuat setelah pembayaran diterima.

Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pungutan dan pungutan
PPN dan/atau PPNnBM.

Pada saat PPnBM penyerahan Barang Kena Pajak terutang, mitra
PKP pemerintah harus memasukkan jumlah PPNnBM yang terutang
dalam faktur pajak.

Faktur Pajak dibuat rangkap tiga:

a) Lembar 1 (untuk Kasir),
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8)

9)

10)
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b) Lembar 2 (arsip PKP mitra pemerintah),

c) Lembar 3 (untuk KPP melalui Bendahara Negara)

Rekanan mengisi SSP dengan mencantumkan identitas dan NPWP

dari PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, namun SSP

tersebut ditandatangani oleh Bendahara Negara atau KPKN selaku

penyetor atas nama rekanan pengendali PKP.

Formulir faktur pajak harus dibubuhi stempel “Tanggal

Pembayaran...” dan ditandatangani oleh Bendahara Negara yang

mengambilnya.

Apabila yang menghimpun adalah Bendahara Negara maka SSP

dilaksanakan dalam 5 (lima) rangkap. Apabila PPN dan/atau

PPnBM telah disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar

SSP diperuntukkan sebagai berikut:

a) Lembar 1 (untuk mitra PKP),

b) Lembar 2 (untuk KPP melalui KPPN),

c) Lembar 3 (untuk mitra PKP yang dilampirkan pada SPT Masa
PPN),

d) Lembar 4 (bank persepsi atau kantor pos atau arsip untuk
KPPN),

e) Lembar 5 (untuk catatan Bendahara).

Dalam hal pemungutan dilakukan oleh KPKN, SSP dibuat rangkap

4 (empat) dengan masing-masing diberi tanda sebagai berikut:

a) Lembar 1 untuk mitra pengurus PKP.
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b) Lembar 2 ke kantor pajak melalui KPKN.
c) Lembar 3 untuk pemegang saham Pengurus PKP dilampirkan
pada SPT masa PPN.
d) Lembar 4 pertinggal KPKN.
11) Cap KPPN "Telah Dibukukan™ pada lembar ke-1 dan ke-2 SSP.
12) KPPN pemungut wajib memberikan nomor dan tanggal pernyataan
SPM untuk setiap Faktur Pajak dan SSP.
13) Untuk jenis PPN dalam negeri, isikan SSP dengan kode rekening
pajak 411211 dan jenis setoran kode 900.
f. Tata Cara Pelaporan
Menurut Pasal 15a UU PPN tahun 1984, bendahara desa harus
melaporkan pajak penjualan yang dipungut dan dibayarkan ke kantor
pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan setelah akhir masa pajak.
Pemungutan dan pelaporan = PPN dilaporkan melalui Surat
Pemberitahuan Masa PPN.
6. Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22
a. Penunjukan bendahara desa sebagai pemungut PPh Pasal 22
Menurut pasal 22 Ayat 1 huruf a UU PPh, menteri keuangan dapat
menugaskan bendahara negara untuk membayar pajak yang berkaitan
dengan penyediaan barang. Dasar pemikirannya adalah bahwa
bendahara negara dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak, termasuk
bendahara negara dan lembaga negara lainnya untuk pembayaran

barang.
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Bendahara desa yang bertanggung jawab atas penerimaan,
penyimpanan, penyetoran/pembayaran, penatausahaan dan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa yang berkaitan
dengan pelaksanaan anggaran desa dapat diangkat sebagai pejabat lain
dengan fungsi yang sama. seperti yang disebutkan di atas. Peran
Bendahara Desa sebagai yang bertugas memungut Pajak Penghasilan
(PPh) Orang Pribadi dan pajak lainnya berdasarkan Pasal 31
Permendagri 113 Tahun 2014 yang mewajibkan Bendahara Desa
memungut Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan pajak lainnya
serta menyetorkan semua pemotongan dan pajak yang dipungut ke kas
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan dengan Pembayaran atas
Penyerahan Barang

Pada prinsipnya, PPh pasal 22 dipungut sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang tersebut. Setiap pembayaran yang
dilakukan oleh Bendahara Desa kepada wajib pajak rekanan
pemerintah sehubungan dengan pembelian barang harus dipungut
sesuai dengan PPh pasal 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal
22 bagi WP rekanan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 154
Tahun 2010 s.t.d.t.d16 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah pembayaran maksimum adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah) dan tidak ada pembayaran sebagian.

2) Pembayaran:
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a) Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas,

benda-benda pos.

b) Konsumsi air dan listrik.

c) Pembayaran terkait pembelian gabah dan/atau beras oleh

Bendahara Desa.

Tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh kantor
pajak, maka pengecualian tersebut di atas akan berlaku secara
otomatis.

Selain pengecualian di atas, berdasarkan Pasal 6 PMK 107 Tahun
2013, pembayaran Bendahara Desa kepada pengusaha dengan jumlah
penjualan kotor dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 miliar, dikenakan
PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Pengecualian ini berlaku dengan syarat wajib pajak rekanan dapat
menunjukkan surat keterangan bebas yang diterbitkan oleh kepala
kantor pajak Wajib pajak terdaftar.

Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 22

Menurut Pasal 2 ayat 1 huruf b dan ayat 3 PMK 154 Tahun 2010
s.t.d.t.d PMK 16 Tahun 2016, besaran PPh pasal 22 yang dibebankan
oleh bendahara desa sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari
pembelian tidak termasuk PPN.

PPh Pasal 22 = 1,5% x nilai pembelian (belum termasuk PPN)



23

Tarif pemungutan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

adalah 100% (seratus persen) lebih tinggi dari pada wajib pajak yang

dapat menunjukkan NPWP.

. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Penyetoran pemotongan/pemungutan pajak diatur dalam PMK 242

Tahun 2014. Tata cara pembayaran pajak dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

Penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui pelayanan
loket/kasir dan/atau pelayanan dengan menggunakan sistem
elektronik lainnya, di bank penerima/kantor penerima.

Pembayaran pajak dilakukan melalui SSP atau sarana administrasi
lain yang sejenis dengan SSP, yang dapat menjadi bukti
penerimaan negara (BPN) untuk membayar pajak melalui sistem
pembayaran pajak elektronik atau langsung ke bank persepsi.

SSP atau pengurusan administrasi lainnya tersebut di atas
dinyatakan sah pada saat disahkan oleh NTPN dan diakui
pelunasannya sesuai tanggal pembayaran yang tercantum di BPN
atau tanggal pembayaran berdasarkan pengesahan MPN SSP atau
sarana administrasi lainnya.

Formulir SSP atau sarana administrasi lainnya hanya dapat
membayar untuk 1 jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak atau
bagian dari tahun pajak dengan 1 (satu) nomor rekening pajak dan

1 (satu) setoran.
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e. Tata Cara Pelaporan
Bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 22
setiap bulan dengan menggunakan SPT Masa ke KPP. Pelaporan ini
harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa
pajak berakhir.
7. Bendahara Desa Sebagai Pemotong PPh Pasal 23
a. Penunjukan Bendahara Desa sebagai Pemotong PPh Pasal 23
Pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014 mengatur bahwa bendahara
desa sebagai orang yang wajib memungut pajak penghasilan dan pajak
lainnya wajib menyetorkan semua potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
b. Objek PPh pasal 23
1) Dividen
2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian uang.
3) Royalti
4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah
dipotong pajak penghasilan.
5) Sewa dan penghasilan lain.
c. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23
1) Pemotong PPh Pasal 23:

a) Badan pemerintah;
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b) Subjek Pajak badan dalam negeri;

c) Penyelenggaraan kegiatan;

d) Bentuk Usaha Tetap (BUT);

e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

f) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

a) WP dalam negeri;

b) BUT

d. Tarif dan Objek PPh Pasal 23

1)

2)

3)

4)

5)

15% dari jumlah bruto atas:

a) dividen kecuali- pembagian dividen kepada orang pribadi
dikenakan final, bunga, dan royalti;

b) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal
21.

2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen,

jasa konstruksi dan jasa konsultan.

2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya.

Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif

PPh Pasal 23
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6) Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah

penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau

telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek

pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,

atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak

dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

a)

b)

d)

Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja
yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan
pengguna jasa;

Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material
(dibuktikan dengan faktur pembelian);

Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk
selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan
faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu
penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah
dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan
dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah

dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:
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Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa
katering;

Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan

jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

2) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna

3)

usaha dengan hak opsi;

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan

terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a)
b)

d)

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham
pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua
puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-
saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk
pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggotanya;
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e) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha
atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman
dan/atau pembiayaan.

f. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran,
disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya,
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

2) PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal
sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

3) SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat,
paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh

Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari
libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari

kerja berikutnya.

B. Kerangka Konseptual
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,
desa diberikan dana desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui
APBD kabupaten/kota. Setiap tahun, Pemerintah menganggarkan dana desa
didalam APBN. Bendahara desa wajib menyetorkan bukti penerimaan
potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan/atau
melaporkan sendiri pajak yang terutang. Perhitungan pajak diatur dengan
menggunakan undang-undang pajak material (UU PPh dan UU PPN), termasuk
persyaratan untuk peran pemotong atau pemungut pajak. Setelah wajib pajak
menyelesaikan perhitungan pajak dan munculnya pajak yang harus disetor ke
kas negara, muncullah kewajiban penyetoran pajak. Kebutuhan penting bagi
wajib pajak atau pengusaha kena pajak setelah menghitung (termasuk
memotong dan memungut) dan menyetor pajak adalah melaporkan
penghitungan dan penyetoran pajak yang telah dilaksanakan dalam pencatatan
pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggambarkan kerangka konseptual

sebagai berikut:

Dana Desa

v

Implementasi Perpajakan

v v v

Perhitungan Penyetoran Pelaporan

!

Sesuai Undang-undang
Perpajakan

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual
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C. Metode Pelaksanaan Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Desa Sampulungan yang
terletak di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten
Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, 92255. Waktu penelitian dilaksanakan
setelah ujian proposal terhitung selama 2 bulan mulai dari bulan Maret
sampai dengan bulan April Tahun 2023.
2. Teknik Pengumpulan Data
Ada tiga teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam
penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam suatu topik. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara
kepada pamong desa/perangkat desa.

b. Metode Observasi (Pengamatan)

Mengumpulkan data secara langsung dengan melaksanakan
pengamatan terkait aktivitas yang ada dilapangan dalam hal ini kantor
desa Sampulungan utamanya segala proses yang berkaitan dengan
pengelolaan pajak dana desa.

c. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari

catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari
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perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan
gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.
3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data terdiri dari:

a. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari wawancara
terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur-
literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti dokumen
mengenai dana desa, dan karya tulis yang berkaitan dengan persoalan
yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
kualitatif terapan karena selain diwajibkan oleh akademisi untuk
menggunakan teknik ini, teknik ini juga memberikan fakta dari prosedur
yang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis
dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik kualitatif terapan
merupakan teknik dengan menggunakan metode yang sudah diterapkan
oleh peneliti dimana jurnal-jurnal penelitiannya masuk dalam jurnal
internasional bereputasi.

Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:91), mengemukakan analisis

data kualitatif menggunakan beberapa tahap yaitu sebagai berikut:
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a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen
berdasarkan dari kategori yang sesuai dengan masalah penelitian,
untuk kemudian akan dikembangkan penajaman data melalui pencarian
data lainnya.
b. Reduksi Data
Menurut Sugiyono (2012:92), reduksi data berarti melakukan
perangkuman, mengidentifikasi  informasi yang relevan, dan
memfokuskan pada hal-hal yang paling penting. Data yang telah
terkumpul akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
c. Penyajian Data
Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya ialah menyajikan data
untuk lebih mempermudah dalam memahami kejadian yang diteliti.
d. Penarikan Kesimpulan
Tahapan terakhir dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan.
Penarikan kesimpulan ialah informasi yang diambil dari data yang

telah dikelompokkan dan/atau disusun.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Sampulungan

Desa Sampulungan merupakan Desa yang terletak di sebelah Utara
Kabupaten Takalar dan berjarak £ 24 Km dari pusat Pemerintahan. Berada di
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Secara administratif batas-batas Desa Sampulungan adalah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara : Desa Aeng Batu-Batu
2. Sebelah Selatan : Desa Tamalate
3. Sebelah Barat : Laut
4. Sebelah Timur : Kelurahan Bonto Lebang

Desa Sampulungan merupakan desa yang dimekarkan dari Desa Tamalate,
dimana Desa Sampulungan secara historis sudah ada sebelum Desa Tamalate
dibangun. Pemerintahan di Desa Sampulungan sebelumnya dipimpin oleh
Lo'mo Sampulungan yaitu Jaelani Daeng Ngitung, Hamja Daeng Gassing, dan
Hasan Basri Daeng Pasolong. Kemudian, Lo'mo Sampulungan bergabung
dengan Gallarrang Soreang, yang sebelumnya dipimpin oleh Sulaemana,
Hasan Lulung, H. Nanggong Daeng Nguju, dan Patahuddin Daeng Lesang.

Pada tahun 2011 beberapa elemen masyarakat khususnya tokoh
masyarakat dari Desa Sampulungan yang menginginkan Sampulungan harus
menjadi desa sendiri. Pada tanggal 19 Oktober 2011 Desa Sampulungan resmi

dimekarkan dari Desa Tamalate dan menjadi desa sendiri. Kini Desa
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Sampulungan menjadi salah satu desa dari sepuluh desa yang ada di
kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Desa Sampulungan sebelumnya terdiri dari tiga dusun yaitu Sampulungan
Caddi, Sampulungan Lompo, dan Sampulungan Beru. Kemudian dengan
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, Sampulungan dimekarkan menjadi
empat dusun yakni Sampulungan, Sampulungan Caddi, Sampulungan Lompo,
dan Sampulungan Beru.

B. Struktur Organisasi dan Job Description

1. Struktur Organisasi

BFD e BN O KEPALA DESA

SEKRETARIS
DESA

l L l |

KADUS KADUS il KADUS KADUS
S AMPULUNGAN SANMPULUNGAN || SAMPULUNGANCADDI SAMPULUNGAN
LOMPO | BERU

| | | L }

KAST KAUR KASIKESEJAHTERAAN KATUR KAUR
PELAYANAN PERENCANAAN RAKYAT KEUANGAN UMUM
Gambar 3.1

Struktur Organisasi Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Takalar
2. Job Description

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa:
1) Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan

Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
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2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

3)

melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a)

b)

d)

Menyelenggarakan . Pemerintahan Desa, seperti tata praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan
upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan,
dan penataan dan pengelolaan wilayah;

Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan;

Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga,
dan karang taruna;

Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya.
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b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat

Desa.

2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang

3)

administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a)

b)

d)

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan
kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi,
perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Melaksanakan  urusan  keuangan  seperti  pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan,
dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-
data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan

evaluasi program, serta penyusunan laporan.
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Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang
tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala
Desa.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan

Pemerintah yang lebih tinggi.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum

1) Kaur umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

2) Kaur umum bertugas membantu Sekdes dalam urusan pelayanan

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan.

4) Untuk melaksanakan tugas kaur umum mempunyai fungsi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
)
)

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
Melaksanakan administrasi surat menyurat;

Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;

Penyiapan rapat-rapat;

Pengadministrasian aset desa;

Pengadministrasian inventarisasi desa;

Pengadministrasian perjalanan dinas;

Melaksanakan pelayanan umum.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan
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1) Kaur perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

2) Kaur perencanaan bertugas membantu Sekdes dalam urusan
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan.

3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.

4) Untuk melaksanakan tugas kaur perencanaan mempunyai fungsi:

a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;

b) Menyusun RAPBDES;

¢) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;

d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan
Desa;

e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa
(RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);

f) Menyusun laporan kegiatan Desa;

g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

1) Kaur perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

2) Kaur perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan.
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3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
4) Untuk melaksanakan tugas kaur perencanaan mempunyai fungsi:
a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
b) Menyusun RAPBDes;
c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan
Desa;
e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa
(RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
f) Menyusun laporan kegiatan Desa;
g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
f. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan
1) Kasi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di
bidang kesejahteraan.
2) Kasi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
3) Untuk melaksanakan tugas Kasi kesejahteraan mempunyai fungsi :
a) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di
bidang sosial budaya,;
b) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di

bidang ekonomi;
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c) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di
bidang politik;

d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di
bidang lingkungan hidup;

e) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di
bidang pemberdayaan keluarga;

f) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di
bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;

g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atas

g. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

1)

2)

3)

Kasi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di

bidang kesejahteraan.

Kasi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana

tugas operasional di bidang pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas Kasi pelayanan mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat Desa;

b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;

c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;

d) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan

ketenagakerjaan masyarakat Desa;



)
9)
h)

i)
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Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai
dan rujuk;

Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;

Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;

h. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

1) Kadus berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang

2)

bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di

wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kadus memiliki fungsi:

a)

b)

d)

Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah.

Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam
menjaga lingkungannya.

Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
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Pemerintah Desa Sampulungan melaksanakan kewajiban dalam bidang

perpajakan antara lain, melakukan penyetoran dan pelaporan PPN, PPh Pasal

22 dan PPh Pasal 23. Dalam melaksanakan kewajibannya, bendahara desa

Sampulungan terlambat dalam membayar ataupun melapor.

adalah:

Batas waktu pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak untuk SPT masa

Tabel 3.1 Batas waktu pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak
untuk SPT Masa

Batas Pembayaran Batas Pelaporan
(Paling Lambat ...)
NE N (Pasal 2 PMK Undang-undang di
242/PMK.03/2014) bidang Perpajakan
1. | PPh pasal 22 pemungutan Hari yang sama dengan | 14 hari setelah masa
oleh bendaharawan pembayaran atas pajak berakhir
penyerahan barang
2. | PPN & PPnBM Tanggal 7 bulan Akhir bulan
Pemungutan Bendaharawan | berikutnya berikutnya setelah
masa pajak berakhir
3. | PPh pasal 23/26 Tanggal 10 bulan Tanggal 20 bulan
berikutnya berikutnya

Sumber: www.pajak.go.id

Apabila wajib pajak menyampaikan SPT melewati

batas waktu

penyampaian yang telah disebutkan diatas maka wajib pajak dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk surat pemberitahuan

masa pajak pertambahan nilai, Rp100.000,00 untuk surat pemberitahuan masa

lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak

penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rpl100.000,00 untuk surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.



http://www.pajak.go.id/

Transaksi pembelian peralatan yang dilakukan oleh pemerintah desa

Sampulungan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan

Pasal 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Transaksi Pembelian Peralatan
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No.

Uraian

Tyl
Pembelian

Tgl Jatuh
Tempo
Pembayaran
PPN

Tgl Jatuh
Tempo
Pembayaran
PPh Pasal
22

Tgl Jatuh
Tempo
Pelaporan
PPN

Tgl Jatuh
Tempo
Pelaporan
PPh Pasal
22

Tgl Setor &
Lapor

Transfer
belanja
bantuan mesin
pompa
(Ketahanan
Pangan)

06/04/2022

07/05/2022

06/04/2022

31/05/2022

20/04/2022

31/12/2022

Transfer
belanja
bantuan
perikanan/
AKI
(Ketahanan
Pangan)

06/04/2022

07/05/2022

06/04/2022

31/05/2022

20/04/2022

31/12/2022

Transfer
kegiatan
pembuatan
pengairan
desa/bantuan
pertanian
(ketahanan
pangan)

27/06/2022

07/07/2022

27/06/2022

31/07/2022

11/07/2022

31/12/2022

Transfer
bantuan
perikanan
(ketahanan
pangan)

27/06/2022

07/07/2022

27/06/2022

31/07/2022

11/07/2022

31/12/2022

Belanja alat
penarik kapal
sebagai
penunjang
ketahanan
pangan

06/10/2022

07/11/2022

06/10/2022

30/11/2022

20/10/2022

31/12/2022

Sumber: Data diolah, 2023
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Berikut ini adalah transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh

pemerintah desa Sampulungan yang kenakan Pajak Penghasilan Pasal 23:

Tabel 3.3 Transaksi Pembelian Barang

No.

Uraian

Tgl
Pembelian

Tgl Jatuh
Tempo
Pembayaran
PPh Pasal
23

Tgl Jatuh
Tempo
Pelaporan
PPh Pasal
23

Tgl Setor &
Lapor

Belanja barang
cetak dan
penggandaan
pada kegiatan
belanja biaya
operasional
kantor desa

25/04/2022

10/05/2022

20/05/2022

31/12/2022

Belanja barang
konsumsi
(makan/minum)
pada kegiatan
belanja biaya
operasional
kantor desa

25/04/2022

10/05/2022

20/05/2022

31/12/2022

Belanja barang
konsumsi
(makan/minum)
pada kegiatan
penyusunan
dokumen
RKPDES tahun
2023

28/06/2022

10/07/2022

20/07/2022

31/12/2022

Belanja barang
cetak dan
penggandaan
pada kegiatan
perubahan
APBDes

12/09/2022

10/10/2022

20/10/2022

31/12/2022

Belanja barang
konsumsi
(makan/minum)
pada kegiatan
perubahan
APBDes

12/09/2022

10/10/2022

20/10/2022

31/12/2022

Sumber: Data diolah, 2023
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1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22

dan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai, desa Sampulungan telah
menyesuaikan dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan dengan
mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Barang Kena Pajak (BKP)
dikalikan dengan tarif 11%, sudah sesuai dengan UU PPN yang berlaku di
Indonesia yaitu UU No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU
No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983 yang kemudian diubah
dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
pada bab IV pasal 7 ayat (1) dengan tarif sebesar 11%.

Bendahara desa Sampulungan melakukan transaksi pembayaran atas
pembelian peralatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Uraian Harga DPP (100/111) PPN (11%)

Transfer Rp30.000.000,00 | Rp27.027.027,00 | Rp2.972.973,00
belanja
bantuan mesin
pompa
(Ketahanan
Pangan)

Transfer Rp29.000.000,00 | Rp26.126.126,00 | Rp2.873.874,00
belanja
bantuan
perikanan/AKI
(Ketahanan
Pangan)

Transfer Rp65.000.000,00 | Rp58.558.558,00 | Rp6.441.441,00
kegiatan

pembuatan
pengairan
desa/bantuan
pertanian

(ketahanan
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pangan)
4. | Transfer Rp29.000.000,00 | Rp26.126.126,00 | Rp2.873.874,00
bantuan
perikanan
(ketahanan
pangan)
5. | Belanja alat Rp15.000.000,00 | Rp13.513.513,00 | Rp1.486.487,00
penarik kapal
sebagai
penunjang
ketahanan
pangan
Total Rp168.000.000,00 | Rp151.351.350,00 | Rp16.648.649,00
Sumber: Data diolah, 2023
Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22, desa Sampulungan
telah menyesuaikan dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan yang
berlaku yaitu dengan mengurangkan nilai pembelian dengan nilai PPN
dikalikan dengan tarif 1,5%, sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf b
dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016.
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dibayarkan oleh bendahara desa
Sampulungan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22
No. Uraian Harga PPN (11%b) PPh Pasal 22
(1,5%)
1. | Transfer belanja | Rp30.000.000,00 | Rp2.972.973,00 | Rp405.405,00
bantuan mesin
pompa
(Ketahanan
Pangan)
2. | Transfer belanja | Rp29.000.000,00 | Rp2.873.874,00 | Rp391.892,00
bantuan
perikanan/AKI
(Ketahanan
Pangan)
3. | Transfer kegiatan | Rp65.000.000,00 | Rp6.441.441,00 | Rp878.378,00
pembuatan
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pengairan
desa/bantuan
pertanian
(ketahanan
pangan)
4. | Transfer bantuan | Rp29.000.000,00 | Rp2.873.874,00 | Rp391.892,00
perikanan
(ketahanan
pangan)
5. | Belanja alat Rp15.000.000,00 | Rp1.486.487,00 | Rp202.703,00
penarik kapal
sebagai
penunjang
ketahanan pangan
Total Rp168.000.000,00 | Rp16.648.649,00 | Rp2.270.270,00
Sumber: Data diolah, 2023
Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23, desa Sampulungan
telah menyesuaikan dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan yang
berlaku yaitu dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa (tidak
termasuk PPN), sudah sesuai dengan pasal 23 ayat (1) huruf ¢ UU No. 36
Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983
tentang pajak penghasilan.
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dibayarkan oleh bendahara desa
Sampulungan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23
No. Uraian Harga PPN (11%) PPh Pasal 23
(2%)
1. | Belanja barang cetak | Rp1.500.000,00 | Rp148.648,00 | Rp27.027,00
dan penggandaan pada
kegiatan belanja biaya
operasional kantor
desa
2. | Belanja barang Rp2.000.000,00 | Rp198.198,00 | Rp36.036,00

konsumsi
(makan/minum) pada
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kegiatan belanja biaya
operasional kantor
desa

Belanja barang Rp1.800.000,00 | Rp178.378,00 | Rp32.432,00
konsumsi
(makan/minum) pada
kegiatan penyusunan
dokumen RKPDES
tahun 2023

Belanja barang cetak | Rp1.350.000,00 | Rp133.783,00 | Rp24.324,00
dan penggandaan pada
kegiatan perubahan
APBDes

Belanja barang Rp3.000.000,00 | Rp297.297,00 | Rp54.054,00
konsumsi
(makan/minum) pada
kegiatan perubahan
APBDes

Total Rp9.650.000,00 | Rp956.304,00 | Rp173.873,00

Sumber: Data diolah, 2023
. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan
Pajak Penghasilan Pasal 23
Tanggal 06 April 2022 bendahara desa melakukan pembayaran
pembelian peralatan untuk kegiatan transfer belanja bantuan mesin pompa
(ketahanan pangan) dan transfer belanja bantuan perikanan/aki (ketahanan
pangan), tanggal 27 Juni 2022 bendahara desa melakukan pembayaran
transfer kegiatan pembuatan pengairan desa/bantuan pertanian (ketahanan
pangan) serta transfer bantuan perikanan (ketahanan pangan) dan tanggal
06 Oktober 2022 bendahara desa melakukan pembayaran untuk kegiatan
belanja alat penarik kapal sebagai penunjang ketahanan pangan yang
dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. Bendahara desa menyetor dan

melaporkan SPT Masa PPN dan PPh Pasal 22 atas kegiatan tersebut pada
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tanggal 31 Desember 2022. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan
menyetor dan melapor SPT Masa Pajak.

Seharusnya bendahara desa menyetor PPN pada tanggal 07 Mei 2022
dan PPh Pasal 22 pada tanggal 06 April 2022 untuk kegiatan transfer
belanja bantuan mesin pompa (ketahanan pangan) dan transfer belanja
bantuan perikanan/aki (ketahanan pangan), tanggal 07 Juli 2022 (PPN) dan
tanggal 27 Juni 2022 (PPh Pasal 22) untuk kegiatan transfer kegiatan
pembuatan pengairan desa/bantuan pertanian (ketahanan pangan) serta
transfer bantuan perikanan (ketahanan pangan) dan tanggal 07 November
2022 (PPN) dan tanggal 06 Oktober 2022 (PPh Pasal 22) untuk kegiatan
belanja alat penarik kapal sebagai penunjang ketahanan pangan, sehingga
bendahara desa tidak terlambat membayar pajak dan tidak dikenai denda
atas keterlambatan lapor.

Tanggal 25 April 2022 bendahara desa melakukan pembayaran atas
belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan belanja biaya
operasional kantor desa dan belanja barang konsumsi (makan/minum) pada
kegiatan belanja biaya operasional kantor desa, tanggal 28 Juni 2022
bendahara desa melakukan pembayaran atas belanja barang konsumsi
(makan/minum) pada kegiatan penyusunan dokumen RKPDES tahun 2023
dan tanggal 12 September 2022 bendahara desa melakukan pembayaran
untuk kegiatan belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan
perubahan APBDes serta belanja barang konsumsi (makan/minum) pada

kegiatan perubahan APBDes yang dikenakan PPh Pasal 23. Bendahara
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desa menyetor dan melaporkan SPT Masa atas kegiatan tersebut pada
tanggal 31 Desember 2022. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan
menyetor dan melapor SPT Masa Pajak.

Seharusnya bendahara desa menyetor PPh Pasal 23 pada tanggal 10
Mei 2022 untuk belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan
belanja biaya operasional kantor desa dan belanja barang konsumsi
(makan/minum) pada Kegiatan belanja biaya operasional kantor desa,
tanggal 10 Juli 2022 untuk belanja barang konsumsi (makan/minum) pada
kegiatan penyusunan - dokumen RKPDES tahun 2023 dan tanggal 10
Oktober 2022 untuk belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan
perubahan APBDes serta belanja barang konsumsi (makan/minum) pada
kegiatan perubahan APBDes, sehingga bendahara desa tidak terlambat
membayar pajak dan tidak dikenai denda atas keterlambatan lapor.

. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan
Pajak Penghasilan Pasal 23

Tanggal 06 April 2022 bendahara desa melakukan pembayaran
pembelian peralatan untuk kegiatan transfer belanja bantuan mesin pompa
(ketahanan pangan) dan transfer belanja bantuan perikanan/aki (ketahanan
pangan), tanggal 27 Juni 2022 bendahara desa melakukan pembayaran
transfer kegiatan pembuatan pengairan desa/bantuan pertanian (ketahanan
pangan) serta transfer bantuan perikanan (ketahanan pangan) dan tanggal
06 Oktober 2022 bendahara desa melakukan pembayaran untuk kegiatan

belanja alat penarik kapal sebagai penunjang ketahanan pangan yang
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dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. Bendahara desa menyetor dan
melaporkan SPT Masa PPN dan PPh Pasal 22 atas kegiatan tersebut pada
tanggal 31 Desember 2022. Dari tanggal tersebut terdapat adanya
keterlambatan dalam menyetor dan melapor PPN dan PPh Pasal 22.

Seharusnya bendahara desa melaporkan PPN pada tanggal 31 Mei
2022 dan PPh Pasal 22 pada tanggal 20 April 2022 untuk kegiatan transfer
belanja bantuan mesin pompa (ketahanan pangan) dan transfer belanja
bantuan perikanan/aki (ketahanan pangan), tanggal 31 Juli 2022 (PPN) dan
tanggal 11 Juli 2022 (PPh Pasal 22) untuk Kkegiatan transfer kegiatan
pembuatan pengairan desa/bantuan pertanian (ketahanan pangan) serta
transfer bantuan perikanan (ketahanan pangan) dan tanggal 30 November
2022 (PPN) dan tanggal 20 Oktober 2022 (PPh Pasal 22) untuk kegiatan
belanja alat penarik kapal sebagai penunjang ketahanan pangan, sehingga
bendahara desa tidak terlambat membayar pajak dan tidak dikenai denda
atas keterlambatan lapor.

Tanggal 25 April 2022 bendahara desa melakukan pembayaran atas
belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan belanja biaya
operasional kantor desa dan belanja barang konsumsi (makan/minum) pada
kegiatan belanja biaya operasional kantor desa, tanggal 28 Juni 2022
bendahara desa melakukan pembayaran atas belanja barang konsumsi
(makan/minum) pada kegiatan penyusunan dokumen RKPDES tahun 2023
dan tanggal 12 September 2022 bendahara desa melakukan pembayaran

untuk kegiatan belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan
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perubahan APBDes serta belanja barang konsumsi (makan/minum) pada
kegiatan perubahan APBDes yang dikenakan PPh Pasal 23. Bendahara
desa menyetor dan melaporkan SPT Masa atas kegiatan tersebut pada
tanggal 31 Desember 2022. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan
dalam menyetor dan melapor PPh Pasal 23.

Seharusnya bendahara desa melaporkan PPh Pasal 23 pada tanggal 20
Mei 2022 untuk belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan
belanja biaya operasional kantor desa dan belanja barang konsumsi
(makan/minum) pada kegiatan belanja biaya operasional kantor desa,
tanggal 20 Juli 2022 untuk belanja barang konsumsi (makan/minum) pada
kegiatan penyusunan dokumen RKPDES tahun 2023 dan tanggal 20
Oktober 2022 untuk belanja barang cetak dan penggandaan pada kegiatan
perubahan APBDes serta belanja barang konsumsi (makan/minum) pada
kegiatan perubahan APBDes, sehingga bendahara desa tidak terlambat
membayar pajak dan tidak dikenai denda atas keterlambatan lapor.

Bendahara desa Sampulungan tidak membayar denda atas
keterlambatan lapor, menurut PMK Republik Indonesia Nomor
64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang
beserta sanksinya ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan
bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi
dan/atau saksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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4. Penerapan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sampulungan,
penerapan perpajakan belum semua sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan perhitungan PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23
bendahara desa menghitung nilai pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11%
berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga
atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983, yang kemudian di
ubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1), PPh Pasal 22 dengan tariff 1,5%
berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010
dan PMK 16 tahun 2016 serta PPh Pasal 23 dengan tarif 2% untuk
penghasilan jasa dan sewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Berdasarkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan
Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang-Undang
dalam pasal 15A Undang-Undang PPN 1984. Penyetoran Pajak
Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa sesuai
dengan pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014. Penyetoran Pajak
Penghasilan Pasal 23 dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa

berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf f PMK 243 tahun 2014.
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Desa Sampulungan belum sepenuhnya menerapkan perpajakan
berdasarkan pelaporan yang sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan
pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 vyaitu bendahara desa wajib
melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya.
Berdasarkan pasal 10 ayat (6)PMK 242 tahun 2014 bendahara desa wajib
melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari
setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf f PMK 243
tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 23
paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

D. Pembahasan

Bendahara desa sebagai pihak yang melakukan pemungutan dan
pemotongan pajak harus mengetahui aspek-aspek perpajakan, terutama yang
berkaitan dengan kewajiban melakukan pemungutan dan pemotongan pajak
pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Dalam hal ini kewajiban bendahara
desa yaitu sehubungan dengan pemungutan dan pemotongan PPN, PPh Pasal
22 dan PPh Pasal 23.

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga
atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983, yang kemudian di ubah
dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada
bab IV pasal 7 ayat (1) : Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 11 %
(sebelas persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang
Kena Pajak (BKP). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan saat

pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh
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Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Bendahara desa wajib
memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang
dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung
dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

Pajak  Penghasilan  Pasal 22 adalah salah satu  bentuk
pemungutan/pemotongan Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia.
Penghasilan yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah penghasilan
yang berasal dari pembelian dan penjualan barang-barang tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan
ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22
yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5 % (satu koma
lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada
penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain
yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau
penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada
kantor pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan besarnya tarif PPh 23 dibedakan
menjadi 2, yaitu tarif 15% yang dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen,

royalti dan hadiah dan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa.
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Berdasarkan perhitungan perpajakan, desa Sampulungan sudah sesuai
dengan Undang-Undang vyaitu untuk PPN dengan mengalikan Dasar
Pengenaan Pajak dari Barang Kena Pajak dikalikan dengan tarif 11 % yang
diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
PPh Pasal 22 diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154
tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 yaitu mengurangkan nilai pembelian dari
nilai PPN dikalikan dengan tarif 1,5% serta PPh Pasal 23 dengan tarif 2%
untuk penghasilan jasa dan sewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Dalam penyetoran perpajakan, bendahara desa menyetor PPN, PPh Pasal
22 dan PPh Pasal 23 berdasarkan dengan undang-undang yang diatur dalam
pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 penyetoran pajak pertambahan nilai
dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN, pasal 10 ayat 6 PMK 243
tahun 2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat
Pemberitahuan Masa dan dalam pasal 10 ayat 1 huruf f PMK 243 tahun 2014
penyetoran pajak penghasilan pasal 23 dilakukan dengan menyampaikan SPT
Masa. Namun bendahara desa melakukan keterlambatan dalam menyetor PPN,
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan. Sebagaimana dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai paling
lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak dan pajak

penghasilan pasal 22 paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak
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berakhir serta pajak penghasilan pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya. Karena keterlambatan menyetor dan melapor pajak bendahara desa
dikenakan denda atas keterlambatannya. Dalam hal ini bendahara desa tidak
membayar denda atas keterlambatannya.

Bendahara desa Sampulungan dalam pelaporan pajak tidak sesuai dengan
undang-undang, ini dikarenakan bendahara desa melaporkan pajak lebih dari
satu bulan masa bayar pajak. Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN
1984 bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama
akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Sesuai pasal 10 ayat (6)
PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan PPh pasal 22 paling
lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf f
PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan
pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini

bendahara desa di kenakan denda atas keterlambatan lapor.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan atas rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan diatas
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan perpajakan desa Sampulungan sudah sesuai dengan Undang-
Undang yaitu untuk PPN dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dari
Barang Kena Pajak dikalikan dengan tarif 11 % yang diatur dalam
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPh Pasal
22 diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010
dan PMK 16 tahun 2016 yaitu mengurangkan nilai pembelian dari nilai
PPN dikalikan dengan tarif 1,5% serta PPh Pasal 23 dengan tarif 2%
untuk penghasilan jasa dan sewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

2. Penyetoran perpajakan desa Sampulungan belum sesuai dengan Pasal 2
PMK 242/PMK.03/2014 yaitu menyetorkan PPN paling lambat tanggal 7
bulan berikutnya, penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dihari
yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang dan penyetoran
Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.
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3. Pelaporan perpajakan desa Sampulungan belum sesuai dengan Undang-
Undang, berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 vyaitu
bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama
akhir bulan berikutnya. Berdasarkan pasal 10 ayat (6)PMK 242 tahun
2014 bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling
lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan pasal
10 ayat 1 huruf f PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan
pajak penghasilan pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak
berakhir.

4. Bendahara desa belum sepenuhnya menerapkan peraturan perpajakan
sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal
17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke
kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran
SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran
Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan atas
penelitian, adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis yang mungkin dapat
menjadi bahan masukan dan perhatian bagi bendahara desa Sampulungan
antara lain yaitu:
1. Terus mempertahankan penerapan perpajakan dalam perhitungan sesuai

dengan undang-undang yang terkait.
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2. Bendahara desa terus mempertahankan penerapan perpajakan dalam
penyetoran berdasarkan undang-undang yang telah di tentukan.

3. Bendahara desa sebaiknya tepat waktu dalam melaporkan dan membayar
PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 ke kas negara, agar tidak terus
menerus dikenakan denda atas keterlambatan melapor.

4. Bendahara desa sebaiknya membayar denda atas keterlambatan melapor,
agar tidak adanya perketatan pajak atas pidana. Sebagai wajib pajak
terutama instansi daerah harus melakukan kewajibannya dalam membayar

pajak termasuk tepat waktu dalam melapor.
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LAMPIRAN 1

SURAT PENELITIAN

Surat Izin Meneliti (PTSP Makassar)

i

L

g 1"\‘%
;g‘?‘
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ji Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax, (0411) 448936
Website : hitp:/simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp @sulselprov.go.id

Makassar 90231
Nomor . 12244/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran oalie Bupati Takalar
Perihal . 1zin penelitian
di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 05/C.4-VIII/11/1444/2023 tanggal 24
Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti di i:

Nama : MUH. ASRULLAH MUSLIM

Nomor Pokok : :.1 05751103220

Program Studi {N ferpalakan - l s
Pekerjaan/Lembaga ;- Mahasiswa (D3)

Alamat : JI SIt Alauddin No #2528 Makassar

PROVINSLSULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 07 Maret s/d 30 April 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Februari 2023

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Pertinggal.
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Surat Izin Penelitian (DPMPTSP Kabupaten Takalar)

No.SERI 103

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418 ) 323291 Kab. Takalar
= e eSS
Takalar, 06 Maret 2023

Kepada
Nomor : 103/IP-DPMPTSP/N/2023 Yth. Kepala Desa Sampulungan
Lamp. i Kab. Takalar
Perihal : fzin Penelitian Di-
Takalar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ; 12244/S.01/PTSP/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal
1zin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kenn'un Bangsa dan Politik Kabupaten
Takalar Nowcr 070/1C6/BKBP/11/2023 tangpal 06 Maret 2023, dengan ini disampaikan

bahwa: Ve
Nama :  MUH. ASRULLAH MUSLIM
Tempat Tanggal Lahir : Sampulungan, 04 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar
Alamat :  Sampulungan Desa/Kel. Sampulungan

Kec. Galesong Utara Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Imntorlinsia.nsi/wihyah kcijﬁ'_Blpal:/lbu
dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Jjudul : ; n

“IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR “

Yang akan dilaksanakan - 01 Maret 2023 /d 30 April 2023
Pengikut / Peserta 3

Schubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui: kegiatan
dimaksud dengan ketentuan sbb: ;

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksnd kepada yang bersanglowan hars
melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;

2. Penclitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;

3 Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yong berlalx dau Adat Istiaduc setempai,

4. Menyerahkan | (satu) examplar foto copy basil Skripsi Kepada Bupati Takalar Up, Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu Kab, Takalar ;

5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila
ternyata pemegang tidak mentaati ketentuap but diatas. '

Demikian disampaikan kepada e ._-

Tembusan ; disampaikan kepada Yth :
Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporany);

Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalary.
Kepala Badan Kesbangpol Kab: T _'ala{ di Ty
Ketua LP3M UNISMUH Mnk'qssé?diMa sar
Pertinggal; s B :

s -

alag; -/
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Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN GALESONG UTARA
DESA SAMPULUNGAN

JI. Lo'mo Ahmad, Sampulungan Lompo Email: sampulungan.desa@gmail.com Kode Pos: 92255

- Kepada
No : 033/DS/111/2023 Yth. Bpk Dekan Fakultas Ekonomi Dan
Lamp  :- Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
Perihal : Izin Penelitian
Di-
Makassar

Berdasarkan Surat Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ,
Tenaga Kerja & Transmigrasi No: 12244/S.01/PTSP/2023 Tgl 28 Februari 2023, Perihal izin
Penelitian , Dengan ini Memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : MUH. ASRULLAH MUSLIM
Tempat/Tgl Lahir : Sampulungan. 04 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan/Lembaga » Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar

“ IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR”

Yang akan dilaksanakan : 1 Maret 2023 s/d 30 April 2023
Peserta : 1 Orang

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dipergunakan dan seperlunya.

Sampulungan, 29 Maret 2023

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Takalar di Takalar
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar ;
4. Pertinggal.
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LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara kepada Bapak Hasbullah, SE (Kaur Keuangan Desa Sampulungan)

No. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pengimplementasian | Pengimplementasian dilakukan
pajak dalam pengelolaan dana berdasarkan aplikasi siskeudes
desa, apakah sudah sesuai sehingga pengelolaan dana desa
dengan UU perpajakan? terstruktur dan sistematis.

2. Faktor penyebab terjadinya Tidak ada
kesalahan pada saat pelaporan.

3. Bagaimana cara pemotongan, Pemotongan dilakukan berdasarkan
pemungutan, penyetoran serta PPh 22, PPN dan PPh 23
pelaporan, apakah sudah sesuai? | berdasarkan harga jual barang dan
Jika belum mengapa? jasa. PPN 11%, PPh 22 1,5%, PPh

23 2%.

4. Kapan waktu pemotongan, Pemotongan dilakukan pada saat
pemungutan, penyetoran serta pembelian barang ataupun jasa oleh
pelaporan dilakukan? pengguna anggaran.

5. Apakah ada keterlambatan pada | Pembayaran dilakukan pada saat
saat pemungutan, penyetoran barang atau jasa ataupun transaksi
serta pelaporan? yang dilakukan sehingga tidak

terjadi keterlambatan.

6. Jika ada, apa yang menjadi Tidak ada

faktor keterlambatan tersebut?
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LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI

Keterangan Gambar 1

Foto bersama Bapak H. Sangkala Sikki (Kepala Desa Sampulungan)
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1] s PEMERINTARAN

KASI PELAYANAN
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Keterangan Gambar 2

Foto bersama Bapak Hasbullah, SE (Kaur Keuangan Desa Sampulungan)
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LAMPIRAN 4

DATA-DATA PENELITIAN

Buku kas umum Pemerintah Desa Sampulungan tahun anggaran 2022

PEMERINTAH DESA SAMPULUNGAN

BUKU KAS UMUM

TAHUN ANGGARAN 2022

KADUPATEN KADUPATEN TAKALAR
PROVINS! PROVINSI SULAWESI SELATAN
Perlode 01/01/2022 8.4 31/12/2022
ol Bl B s S e e e ) ()
2 3 ) 5 . 7 [
wn2n Swii) Pecahen
Saido Prdaten 32.000,00 000 | Sakic Awsl 10.000,00 320,00
1 hnanen Belay o dan gt wah
Penetacan APBOes
71104, Potongmn Jujsk PN Pesal 2J 800000 0,00 | 0OC0SHWTDS.2012/X22 8.000,00 “0.000,00
A s w-ll!syltlr P il
70004 Potongen Paysk PP Pusal 23 18.300,00 0,00 | OOUO7/XWT/06.2012/2022 18.000,00 58.000,00
ouoUE2 Sakdo Sebebumrys
S#dn Prcaran 9172 T 000 | - 91.262.734,00 9182073400
s LT Tombarc,
24000 Potngen Pujsk PPN Psal 22 Msnw 0,00 | O0OL2/XWT/06.2012/2022 145,00 91.835.257,00
L] oz Deiars Batan Fubréad Semen
EARE N Potongan Pak PPN Pusat 155.454,00 0,00 | COO13/MWTAS.2012/2022 155.454,00 91.9%0.711,00
71100 Potorgan Pujk PP Pusal 22 231800 000 2.31800 92.014029.00
cuovAR Betania Bamou Gan Tal Dk
70300 | Potongen Pk PPN Pasal 22 6150,00 0,00 | 000X/MWTR6.2012/2022 6.150,00 92.020,179,00
¢ oa0/0 Briana Baang Patrias Semen
1100, | Powngen Pak PP Pasal 22 .m0 0,00 | DOOLENWT/O6.2012/2022 277,00 202795200
3 oz Betarys Plarmur can Cat Tembok
L0 Potongan Pagk PPN Pusat 06.509,00 0,00 | DOONAWT/O6.201/202 206.909,00 92.234 861,00
23 Potorgan Pagk PON hesal 22 1000 (1] 310600 92265 3570
0 1OVER Betarys baran Paorias Semen
10 Pomongan Payk PPN Pusal 22 2.806,00 0,00 | CO0I7AWTOE.2012/202 1.806,00 92.269 782,00
s =
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g - » (Rp) - e ()

3 K L ? L
Pembayeran Lpah TP 2%

TA102 | Potongan Pamk PPN Pase 21 oon, 000 | DOC2UNWT/06.2012/2022 1.000, 92.250. 783,
Pembustan Mund Nama Gertang Desa Sempulungan

Tralt Pomngan Pask PPN Ausat 631.818,00 000 | 0O0IAWTOS012/022 681.818,00 92.962.601,00

7i104 Potongan Pagsk PR Pasel 23 13636400 0% 136.364,00 $3.098,965,00
Belarga AT,

pSRT R Powngan Pk PPN P 16815200 000 | COOZIKWT/DS. 201272022 1618200 91.267.147,00

7103 Fotongan Amek PN Pasal 22 p-Srad. e =270 $3.292.374.00
Beama Brang Koneums MakanyMrum

pASE. N Potongan Faes Pvn Pasal 33 180 Q.00 | OOCITAWT/OS 01270 1818200 F2310.556.
Seany Barang ormur M Moum vaksinas 8%

Ta0 Potongan Passk PPN Ausat N0 000 | COC™AWTOLIYNR 909100 €47,

J.010e Powongen Prak P Pasyl 23 8. o0 s1msm 465,00
oror TPK 2%

pA B35 Fomngan Paa PPh Pasal 21 455,00 Q00 | 0O0I4NWT06. 201782 455,00 93.805.920,00
Belame Rancsarre

Tia83 Potongan Bk Mo Pasal 2 1363,00 Q00 | COO4LAWTDE01 /X8R 13.636,00 33.819.556,00
Betaria Sarang Korsums (Makan Mnum

pART. N Potongan Pagak PPN Pusit 340.903.00 Q00 | OODMQNWTOS.2012/2022 340.909,00 94.160.465,00

72104 | Pomngan Pupk PP Pl 3 182,00 6218200 94.228. 647,00
Pengamtsan
s @ Bercirars 47.122.000,00 122 000.00 0,00 94.228.647,00
Meyewarah Penyusunan APEOes
Besarga A Tulls Kantor can Bervia Pos o0 £00.000,00 | COC/SPR/OE.2012/2027 (390.000,00) 93.428.647,00
Belarya Barang Cemak dan Penggancaen c.oe 600.000,00 (500.000,00) 92.208.647,00
Btare Sy Korsurss (Makary™eum) o 1 000 000 0O {1000 ron om o1 B4 Az 01
Belargs Bendera/Urmou-umhu/Soancuk o0 100.000,00 (200.000.00) 91.728.647.00
MuSyowarsh Penetapen APEDes
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"Ny
el Ty J.H...I 7....".0,.“..._ Hemar o Transakel (R5) ﬂn..
2 3 ] . ]
s Betaye Alat Tuls Kartor dan Bendda Ao om0 000000 | CCVSWD 204 2027 (700 000,00) 91.028 842,00
s2es Belaa Barang Cetak dan Pengoardaen 0.00 400 000,00 {400.000,00) 00628 647,00
$2108 Belaa Barang Korvurel {MakanyMinum 000 $00 000,00 (900 000,00) 09.720.647,00
S2108 | Belargs Benderamtu-umbuSpanduk 0.0 00.000,00 (500.000,00) £9.226.64,00
o Larputan ounan drnase Sungan lomys
S2402 | Delays Modsl Gedung, Bangunan, Taman -+ L Tensgs ke 00 240000,00 | 0O0N/SPPO6 2012/202. (2 %60.000,00) 86./68,647,00
s3403 DBelarya Mol Gadung, Bangunan, Taman » Renan Baku/Matery | 0,00 2975.000.00 2 975.000,00) 81293 092,00
1302032 Laniutan pembengunan dranine SampUNOs) kmpo
s3400 Belarga Modsd Gaoung, Kangunan. Taman - Bahan Rsku/Mates e 1 435.000,00 | COOMBWOE 01002 45%.000,00) A2 338 647,00
e Lanjutan Pembangunan dramase IampuAnge koo
s3a01 Dalarga Moda Gedun, Banguna, Taman - Monar Peiskaa Ke Qoo 2Q0X00 | COUYSCNE N UM (242 000,001 R3.096 547,00
S3402 [ Bewarya Modx Gedung, Banguran, Tamar « Uoeh Tenwga Kene 0.00 299000000 90 000,%C) 79.106 847,00
120yR2 Pembustan Nama Gartang Desa Sampuungan
31999 Betaya Modal Lanrya 0,00 750000000 | 0008/SPe06 201242003 {7500 000,00) 71,606 647,00
Wworen Operasional Kantor Desa
521 Delanga Alat Tulls Kantor gan Benda fos 0,00 1.850.000.00 | 000" Sw/6 201272022 (1.250.000,00) €2.75% 547,00
02 | Belaya Petenghapan Alst-stat vk 0,00 2%.000,00 (250.000,00) £9.508.647.00
s2103 Belaa Perengianan Alat Rumah Tangos an Batun Kebersha 0,00 00.000,00 (500.u00,00) 69.006.647,00
S2104 | Detanja Baran Bakar Miryak/Gas/ls Ulang Tabung Pemedam Ke 0,00 190.000,00 {100 200,00) 68 906, 647,00
52108 | Delarya Barang Korsurmss (Makar/Mruem) 0,00 1.000.000,00 (2.000 000,00) 67 906.647,00
52108 | Belags Bendera/Umbulmbul/Spanduk 0.0 300.000,00 (300 000,00) 67,608 647,00
12012022 Belangs Barang Konsumsl Makan/Minum Vaksinasi 6%
a101 Belarye Tiask Terduga 0,00 4.500 000,00 | 00C8/SPP/06.2012/2022 (4.500.000,00) 63.106.647,00
120000 Pengecetan perbang
53999 | Belan Modd Lanrye 000 [* 217500000 | 0OIO/SPPASI012/2022 (2.173.000,00) £0.931 647,00
o T Pengeoetan prbey
53999 | Betags Modal Lavya 000 $6.000,00 | 0OLL/SPP/0G.2012/2022 (98.000,00) €0.821 847,00
© 101232 Bulargs Horcaarvier
[ JIEErE rn3
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Pertade 01/01/2012 o.d 31/13/2022

- e S (%) (he) Fonns 2 i e
2 3 . ] .
Tuim Potongen Pasem % A 22 1men® 90 | Booen vwT o Xyl 136%00 @8 mm
n o Bean Mg Kormume Manan, Mo
Tun ongen Pam SN Aas o wnm X | ameonT s sy e &1 158 192,00
7i110e POmwen Pk VS Pass L LA cx L BL . 61 2.0
= PR ES B Pemey s ar Apvass Satem Ivormaw Dese
Tun Potorgan P AN Ausat 1 A0 03 | focTuewTOs JeTaam 1me a0 40019200
a0 Potorgan Pus, P P 12 & mm ox @« 4 ms w0
u o= Tram Periew o0 ATAZE St it rmwn Dea
s21=. Searmn Bareg Aeegaarer Lsevna (V) rowe e | ooterees X0y 3% 200 0.0 20 et
il ALVTZ Beam Nt
10 Fotorpe- Pu. A% Ry 32 demx 122 | aotarr SRl B s d B AR RUE )
p It S Betarye DG SIrsumm (MR Sy
T Poronge" Pask TN et Lk 2% | ooosyosTes s 2amn) o amm oI
110 oo Prm Ron Ban 23 LR oo - = 0
» Iovesn Peave ~aoavoe
T Botonge s Passk 7 P 7 1w 62 | MOSLCATIL IR weme N m
o P Betarye Barerg Comomal (Mean ey
110 Pomoran Faish T Bt o o 0 | AonenwTes Y IdmLy e wu e E R o]
1104 Pope Pum S Fasy 13 L RTEE (X LS LR LT
» 2erXZ o
122 Sotrgen Pawe N Pasar 12 nemx o | amvawToR NI 116320 ST
- erey Tz ST brwg s (Memaryrum)
o Poergen Pesm PPN Pusar ol L0 | doowa TN 2000 e 31 1560
110t Pozvger "nam e Pass 13 L3St ) [ o, 180 pn 0
< [ S e R
2 PG e TN Pusa 227 5308 o | xmwewToe Dm e nnowex
1183 Botongee Pagm P Pasal 27 1Mo o 19 om0 120200020
« [ Pongmsion
[~ s ts smears | -4
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Pariode 01/01/2022 s.d 31/12/2022
Kode .
T | ks () momernat |\ S0 | ey
2 3 s 7 s ’
FLLEY: | TSI o v 2 13.636,00 0,00 | 00OTIMWI/6.201/2022 1263600 25.803.572,00
= oQoyxeR Betarya Barany Konsums: (Makan/Minum)
FALAL | Petangen Papek P fumx 30.509.00 0,00 | CooTapcwT/0N/2022 340.909,00 2619448100
ZRI0L | Pomrnom Pk 00 el 23 a0 0.0 812,00 w2266,
= RyImR2 Belaa Bafan Matenal Tambang Bat Gunung B Pasic
Pasangan
70101 | Potongan Pajsk PPN Pusat 660.727,00 0.00 | CO100ACWT/08.2012/2022 660.727,00 26.872.3%,00
71103 Poorgan Pagak PP Pasal 22 99.109,00 0.00 ©9.109,00 26.972.495,00
s LT 7 S Betara Batan Mecenal Paorikasi Semen
70101 | Powngan Pk PPN Ausac 129.546,00 000 | coro1aeaT/Os 2022022 129.546,00 27.192.045,%0
711031 | Pomngen Pk Pen Pasal 2 19 4200 (2] 19.432.00 212147700
-4 czoy222 Gelarge 53" Pk Seven
71101 | Potongan Pas PPN Pusat 27.272.00 0,00 | corRNT/S DT 2727300 2732875000
70203 | Potongan Pajek PP Pasal 22 31.091.00 000 2109100 77359841,
s 09I Beame Haasanmre
72303 | Pomngen Pak PPh Pasa 22 1363600 0@ | cooTrowTios X2 135370 2737347700
= s T Belarg Barang Korsums (Makan/Minum)
1101 | Powongen Samk PEN st 340.909,00 0.00 | cooTaAWTAS M0 340.509,00 77714296,
FL104 | Potorpmn Pap Pen Pesal 23 6818200 0,00 saR.0 78256800
«© 1SQYL22 Permbavarsn Horar Narasumber Pelathan SID
7x202 Potongan Payk PPh Pasal 21 70.000,00 0,00 | 00347 XWT/08.2012/2022 70.000,00 2785256800
& 180V
T 730.546,00 0,00 | coo/TEPOS 222 730,546,00 8.583.11400
Q WOYVIR Belargy Handsanitzer
1103 Potongan Pajak PPN Pasal 22 11.636,00 0,00 | DOOSIXWTARS012/2022 13.636,00 28.596.750,00
a 18E Retgrgs Berang Xourm (Makan/ M)
74101 | Pomngan Pa PPN Pusat 340.509,00 0,00 | 0O0B/XWT/E.2012/2022 30.909,00 28.527.659,00
70004 Potongan Pagk PPh Pasal 23 68.182.00 0,00 €8.182,00 29.005.841,00
—————————————— Halgrran 8
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Periode 01/01/2022 8.4 31/12/2022

Noda
- ot Rekaning (Ro) (Re) Noww 1!....!..1?3 ﬂl‘f_
2 3 . 7 .
& 1oV Betanga Bahon Pabvikas Semen
TLER | Pomrgen Pk P el 22 11991,00 000 | ooioanavT/os X220 12.991,00 20198200
L. 20070 Belarga Batan Material Tambang Setu
1.0 Potongan Pajak PPN Pusat 41454600 Q.00 | COIOT/RWT/O6. 201012 4l4546,00 29434 378,00
1103 Fotongan Pajsk PP Pasal 22 618,00 0,00 62182,00 29.49%6.560.00
L nTA Belama Hancsantirer
L1083 | Potongan Prys APn Pasal 22 12626,00 0,00 | DODESAWTDE 20122022 13626,00 29510.196,00
BTIXR Beang Borang Konsumes (Makayhenum
1108 | Pomnge Pamk PPN Pusat 340 909,03 000 | OOEEAGNT/OE. 2202 340,509, 00 29.851.108,00
o0 Potongan Raysk PP Pasyl 23 6818200 a0 2 182,00 29.919 287,00
L] oYX Betarge Banar Materas Tambang Sy
1101 | Soeongan Pajsk PRN Pusat s 05,00 000 | CoIORAWT/08 XL $38.905.00 20.458.196,00
o Potongan Paysk PPN Pasal 22 08%0m oo LTS 0 539.032.00
® 8032022 Permbayaran Honor TPK 2%
1102 | Potngan Pages PPN Pasal 21 3177200 040 | 0OLIMWTOS 01272022 N0 30 570.805,00
» poT AT 5 Transfer Dana Desa Tahap 1
42101 Dana Desa 267.575.500.00 o0 | COONTEROS TINXR 267 5T3.600.00 758 146.405.00
2_TI0R Transfer Dana BUT Dana Desa Tahao [ (3 Rtan)
42101 | Denepesa 111.600.000,00 000 | COONTEROS. X102 111.600.000,00 409 748.408,00
= Hpyxs "(."!iﬂgiil'ig
1002 Potongan Pajek PPh Pasal 21 75.000,00 000 | COOSINWT6.2012/2022 73.000.00 409.821.405,00
n 29/03/2022 Belarya Makaran Tambahan Balta
oL Potongan Payk PPN Pusat 136.364,00 €00 | CODSSAOWT /06 2012/2022 136.364.00 409.957.763,00
1103 Potongan Pagsk. PP Pasal 22 20.455,00 .00 20.455.00 40997822400
» 20VXIT Pemeiheraan Kendaraan Dinds (Motor Penganghat Sampah)
Preges Pyl O P st &x | S MATRI TGRS 55,255,060 410.033.473,08
™ ;cyxn Pergambian
Kas & Berdanara 242 30 000,00 242.490.000,00 000 410.013.479,00
T 2R ss Hataman 7
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Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022
e Tanggal Kode Ursian Panerimasn Pengeluaran i Netts Saldo
Pahaning (") L Transaksl (Rp) [
3 5 7 L
IOV Pernaiuran BLT-DO Tatap 1 (Joruan, Fetvuart & Maret)
o Belams Tk Terouga o 1000000 | 00158 20 102 30 000,00) Seaanx
IOy Penargannan Cowa-19, Bulan Pertama (Sosaisas
Perarganan Covie- 19 Dusun Sareud noan Lempe)
Betarya Tbh Terdugs oo S000000 | MISTROS 01N {5.000 200,00) Jra3a,M0
” 3c:2 Perurgannan Cowd-19, Bulan Pertama (Sosaisas
Peranganan Cowdt- 19 Dusun Samputungsn Bery)
a4 Belarys Tk Tercuge o SoOXem | o0 SROe YN (5.000.200.00) X a0
20320 Perargarran Jovet- 1%, Buin Pertams (Sosersas
Peranganan (ovea 15 Ousun Sarputuoan
- 8 Bearya Tio Te s X SO0 | UIASROAXILTD £3.000.200,00) qaaaR
0 B[O Pererganni Thad 15, Butan Pertwma (Sosaisas
Peranganar Sova-19 Dusun Sampu g Tass
e B T Teraug L) SO0 | ERYSIW0S XM 1T (S.0u0.00c.00) Isara
I;ovan Perargarvon O ed-15, Ran Raoa (Sosasas Fenangeen
Cowd-19 Dusan Sarpuiungan Lomes)
saiot Beara Tk Terduga X Seecre e | COSTOE el {3.000 o000 apeas o
JONO Perorgarran Cowa-19, Buan Kedua (Sousisas Renanganen
- Cowc-19 Dusun Sempuiungan Be)
s Seurm Tiok Teduge wx 20N | ceduSeRE IR (5.000.000.00) P Recb o)
[/0VX Fenargarren Cond-1S, Bulen Kedua (Sosaieas Peranganen
o Cowd-13 Dusun Saepuiungar)
sam Betarya TIGa Terdugs e oo co2oe | GRTeOS XTI (5.000.200.00) 26341347300
o3| ggp""ii
- Cow-15 Dusun Sarputungan Q)
saio Belarge Tidok Terduga am wo200 | CeTVSe0s 0T {5.200.000.00) SO0
%i;‘iii
- A Cow-19 Dusun Samputurgan Lomee)
saim Belarga Ticsk Terauga o0 SO0 | CONYSROSIIY (s.ocaoen o™ a| e
Perargarran Cowd-15. Buan Kengs (Sosaisas Penarganan
bl spavER Cowd-15 Dusun Sarouturgan Beu)
cas e e e -3 Tanomae | SWETTULINT] sS====x) I_WD TS
Perargarren Cowd-15, Buan Kroge (Soussas Peranganan
» b i w15 D SEmourgan)
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sl Sl B - 0y (ho) sl et () t)
2 3 4 1] ) ? e ’
sS40 Belarya Ticak Terduga 00 50000000 | 002vsee/ 08 2012/2622 (5.000.000,00) 433.479,00
xoyvan g“si.—sgﬂaﬁagalg
5410 Belays Tidsk Terduge 00 000000,00 | 0027/SPPms 201272022 {3.000 000,00) 24N 0000
52203 | Relanp Jasa Honorarumyinsent! Pelayanan Desa 0. 1.500.000,00 | 0028/5%,06, 201 2/2022 (1.500.000,00) 236.931.479,00
[NV g‘iggg
52203 Belaj Jssa Morurzumyinsentf Pelayanen Desa om 1.500.000.00 | 0OZ/SPPO8 201272022 (1.500.000,00) 25433 479,00
BRVXD ﬂﬁ!isgfg
$220 Beianya Jasa Honor Yl sentf Pelay s Desa oo 503.000.00 | 0G5 5OM6 01 YW {1.509.000,00) 251.972.473,00
w0300 giggg
52201 Belans Jasa Hororaramyinsenef Pesyanan Dess L 153000000 | 0CIUSHO/08 012700 (1.500 £20,00) Mauamm
20¥X2 Pembayaran Insertf Gury Tatiar 8 Dirosa, Trwdan |
52201 Beoma Jasa Honoranumnsendf Pelayanen Dess o 1500000,00 | CUIUSPR0L 20127200 (1.500.000,00) 10513.473,00
J0I022 Pembayaran Insent Gury Mengas TX/TPA, Triwutan |
S22 Belarma Jesa Monoraunyinsent! Pelayanan Desa a.00 SINV00000 | CUINTPOE 01700 (5.259.000,00) 225681 479,00
2[oyen Permhayaron Horor Pengeicla Website Desa, Triwudan 1
s2203 Beiama Jasa HonoranumyVinseres Pelayanan Desa (1] 4SSO000.00 | 003508 2012/2022 (4950 000,00) 220 733.479;
20y022 Belarga Makanan Tambahan Baita
52108 | Belarya Barang Korsums: (Makany™inum) 000 1.500.000.00 | 0OIS/SPR,06.2012/2022 1.500.000,00) 219.233.479,00
BovR Perbayaran luran Sampeh (Trwuan LILILIV)
52699 Belarya Pemeiharaan Larvys 0,00 1200000000 | 0026/SPP/08 201272022 (12.000.000,00) 207.223.479,00
PIST 0 Pemeitaran Kendaraa~ Dras (Motor Perganghax Samean)
$2602 Belarma Pemetharaan Kendaraan Bermotor 0,00 30300000 | 0037/5PP06.2012/2022 (3.039.000,00) 204.154.479,00
ScVnn Belare Voucher Ustrk Lamou PN
5219 Belarye Barang Perlenghapen Larnya 0,00 1.00S.000,00 | O03%/SPF06.2012/2022 (1.005.000,00) 203.129.479,00
10 Boyon Pengerasan Jain Sampuungen Cadd
R O S N e
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Perioda 01/01/2022 «.d 31/12/2022
Kode
el prsien () (") Nomer ol it s
2 3 4 L] 7 s .
53503 | Betarya Mol Jatwn - Garn Baku/Manena noo 2293000,00 | 0¥ 'SP06 2012722 IR 154 296.4.20
L= xARyxe2 Pengerean Jalan Semputungan Cadd
[STY-S3 Betarya Modal Jakan - Upan Terugs Keja o0 250000,00 | 0OAUSWO8 YA @84.000.00) 191,456, 473,00
SISO | Betera Mocal Jaten - Bahen Baku/Materal L 2200000 (22 30.20) B89
122 plun s Pengeresan Jalan Sampuungan Cacd
3532 Betarya Modal Jeian - Upah Tenags ke o0 17000000 | 0041/5P D620 (2.270.500,00) 196,906 €730
$3s03 Belarna Modal Jalan - Bahan Setu/Maseral (Y] S 53000000 (5.58.30.00) DO
m »BoVR Pergerinan Jaian Sarouungn Cdd
s1so Sefarya “o7al Jaa - Bahan Ba/Mareral ceo 4SS 00 | OGSO IILED S 30 00 R A
b oy Pereresan Jxtn Sampuungan Caad
s3s03 Besarnge Modal Jwan - Baran Beku/Me (- ssaxs | coaveoi 52 000 00) 170002 €00
o8 BoI/TR Pengerasan sl Saroutangan Cads
53801 Besarys Modal aian - Honor Tin Peksara Keganen L1 69900000 | C0eaST s NI (€99.000.50) Ineeso
$3502 Betanm modal Jalen - Upeh Terwga Kerg o 1 98C QA0 (1.99¢.00C.2C) 1681434780
s3sa Belaya Moca Jatan - Bahan Baku/ Mt 00 60 000,20 (800 202.50) 187 543 7900
s anexXL Transfer belays Dartuan mesin porps (Kethanan Sangen)
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K
il B e (%) (%) oo les S -
1 2 3 - s . b L] L]
b= 1208202 Pemtinaran Insernd tmae D, Trwdan I
$2283 Beory Jwa Ronorym Temere Aeioveren Dess ex Teax e | CLWSeos 22 200 000.05) 167 &3 }A0
ps 3 208X Pertavars worar Petugm Seberstan, Treden I
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Periode 01/01/2022 5.4 33/12/2022
Kode
ok Bl 8= o Sl | —— =] =
2 3 1 L 7 L] ®
1104 Potangan Pk P Pt 73 4% L 54 054 145 974 110.00
- 12X Pergatasm Kpes AngryDel
e Pomngan Pk Pom Pl 22 12027,00 Q00 | OCy NwWT 06201272022 027,00 145 956 137,00
2 12owxR Pertayeren tonor TR %
risee Aotngen Pussk PO% Pt 21 »enm 000 | COMMSAEWT/O08 12700 Pt 1460126000
™ L2ovX Pergariian
Kas & Berciahara €37 000.00 “9.370.00.00 LE 145012 523,00
= 120 Pergatan Gowto
3] Beiargs Mous Gedrg, Bargunan, Trw - Baren B ™atery o X 0mocae | oMY OERIND £ 208.000.00) 1501262300
a2 1200 Penren A530m
S0 D A Tuks Karmr Gen Sencs Pos an 1800 0CS00 | COSTSOOS M ymn (1400 50.%0) 114 262500
s210% Boer Barwy Cem Gan Pengpariam om 1,252 %00.00 (130007 11282523.00
52106 Beiaris Ao ang rmsms (MaanSeum) L) 300000820 2.007.200 00) 109 262 23,00
108 B BOm AU UTEU A L] 50,000 28 (500,008 20) 109292 623,00
bl e Pemtover 3 Jass Langoanar Surat hatar
2503 Bearna Jma Langganan MealenSurst Kaber x 10000000 | COBUTOL DIV (2.000.000.20) 108262 623,00
x4 12080 Bava Operzmonal Momy Perganghut Samcat
2802 Belarye Pemestaraan Kendaraen Rty TR | wTess XdER [ge it ] 107 STLE00
= wovER Pergartian
O Bty 22.000 000,00 23.000 000,00 000 107 S12623,00
= | S
Kas @ Bevaera oo 3200000000 | C148SPR06 012200 {33.000.000.90) 745620300
= 10em Betargs Peratatan Pelattan TTG Pertarian
1103 Potrgen Pk PP Pasa 22 1.9 000 | DOITBAWTRE IR 1300 74.544 555,00
= e r) Beare Catar: Prace Deachen TTG Pertnan
1001 | Pomngan P poN Pusat 290900 oo | ocrsmwTos 29090 7475365400
1103 Potongan Paw. PPN Passl m51400 o 2814y 74752 158.00
baarran 22
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Paciode 01/01/3022 o.d 31/12/2022

- bt o”ll..l i (%) (W) % B .i....to.l (Rp) ﬂ”
3 4 L] 7
[ LU Perlayar a honir Perpecia Websmte Desa, Triwuden
L Betargs Jana Monor sriur/Inweresf Betay aron Desa o 0 000,00 | DIeNSROE012/ 2077 (4.950.000,00) 200 37200800
peg (LN 00 Opmvamonat Mamds Takim
" Belargs Barang Pererghagen Lvwe oL 000 000,00 | Qus0/SPw/0s 012204 (5 00C.008,00) 1% 377 056,00
. 06127201 Pembayaren Irseen! Gury TanAds & Ovose Tw. 111
522 Dot Jass Horov soumyTnsents! Pecayanan Dess o 500000,00 | 0181/ XNYXR {1.500.000,00) 196.872.006,00
™ (L1 ] Parvayer o Inseetil Gurs Mergag Te 111
sm Delargs Jasa Hororamumyirsenttf Peiayaran Desa 000 20000,00 | 01808 X2 M0 (5.2%1.000,00) 191,622 088,00
™ os102R Pty Heer Penges Desa Tw
52 Nelanin Jra Honoranuny Insenef Neeranan Dma 000 20000000 | 035308 2012002 (1 %00.000.00) 193,822 O86,0C
™ LR SN Pemtmn s an Horor Kanvier Pesyandy Dusun Sampuburgin
s Betarye Wsa Hororsrumyirmered Petyaran Desa 5 ) 20 ooc. 00 S0 YRR (3.500.000,00) 15 322,086,200
e 08107022 moayden Honer Kader = o bery
Belara s Hororamay Tnsert! Peisy snan Omsa L SO0 | QISR DX (1 502 000000 15 822 086,00
m [ 07205 Permbayaran Honor Kader Posyer A Dusun S dungen
$2.03 Pelanm Jrsa Honoramunyinser ! Peisyanen Desa o000 WONNM | 0198 TPN06 X120 (3500000 20) 185,122 086,00
™ eeno Pemtayaran Horor Kader Pasysndy Dusu Sempungsn
$2201 | Beanm Jesa Hororaruminsentl Aeisyanen Desa ] 500.000,00 | CiSVS06 DI (1 500.000,00) 181.022.006,00
E 0en0/02 ﬂzl Penark Kapol Sebage Renurjang Ketananan
m Belaryn Barang Utk Deserahhan kepads Masyarskat Lannva 00 5.000 00000 | 188 SPR06 20022022 {15.000.000,00) 168,522 006,00
= 1w Transfer Dana BLT Dara Desa T ahep 111
21 Dana Desa 11 600 000,00 000 | COLATRADS 0L/ 111.600.000,00 290 422 086,00
B i Pergartian
Kas @ Berra 122,100 €0C,00 132.100.000,00 0,00 280 422.086,00
o 1902032 Bartusn Langmung Tuna Dana Desa, Tahop W1
Avarva Tk Temngn .00 0000 | DI5ISPO6I01 (312,500 000,00) 158.822.086.00
me | 1o Perengenan Cowd-19
o Betarga TS Terdipn 000 500.000,00 | 0160/5P9/06.2012/2022 (300.000,00) 162 322.086,00
Halgrran 24
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Periode 01/01/2022 a.d 31/12/2022
gt Bzaosl - T | e pom b | i) | )
2 3 . s 7 1 »
=3 1000 Pemutaituean Pendstaan SGDs 2022
Kas 0 Bencdatarn eon S000M000 | MSSHDE012/2022 | (sooooo0oo) | 183 322 om6 00
s 21020 Pambayaran Monor Pemater! Pelathan S0GS
SRR Potongan Pajak P Pesyl 90,000 DO 000 | DOISIMWTO6 201272022 90.000,00 163 412 086,00
= K000 Belanga ATX Petathan SOGS
Kas & Bencabara 000 000 0.00 | DODLSPYDS 0MY20N 5.000.000,00 16841208600
3219 Belara Barang Pevlenglapan Lenya 00 .00 O7C.0 (5.000.000.00) 163,412 086,00
2 201102022 Pelauhan Peruzaiiwan Pencatasn SDGS 2022
Kas & Bencahara ‘00 OO | NSO JNYN2 (% 000 000,00) 152 412 086,00
w» V1072022 Bela p3 Pergadasn ey
1o Petongan Pajsk PO Rusat a5 45400 PA0 | JCRWONTOS 202 5060 198 907.582.00
01 Potongan Passs #h P 22 &7 S0 [ &4 67.522,00 158.975.150,00
=0 Inon F"g‘(‘!!o‘!?‘!
a2 B2 usd Pagsk dan Retribury Do a0 ranupateVow 57780 Q00 | 001VTROE «5TT3 0 170 4Q.925,00
= Snwxn Trarsfer Dera Alotas D Desa, Trwde 111
421mn AdauDsgDess 00000 oagmy 50,00 020 | Co14TEOS WJWR 183177 150,00 353518075,00
= wrvEn Pemtayaran Honor Penengoung 1owad PPKD, Trwuan III
02 Potongan Paje PAN Pasxl 11 1250000 SR | oodiimavs PN 112.500.00 050
= Wnym2 Permbavaran Pengnasian Tewap Peranghat Desa, Tw il
51208 Penghasian Tetap Peranghat Desa oo 41000 | SIS TR0 {48900 000,00) 304.820.575,00
e w2nunn Permbayaran Tunangan Peranghat Desa, Tw I
12020 Tunjngan Perarghat Desa o 17.700.00,00 | CrENS06 012202 {17 700.000.20) W10 575,00
=5 2yan Perdayaren Honorerum PO, Triwutan [T
$.2201 Beiarga Jasa Monoraum Tim Peiaksand Kegiatan Qo O 00A00 | CTROS YV (13.050.200,00) 400,573,000
. 2870200 Pertayaran Penghasian Teosd Kepaia Dusun, Triwdan [T
>5-3 fonghotor Tey ferangast De L MO OCLL | Sdztenne W ET a.00x 000 M 290 0% 575 00
= W Permbayaran Honor Staf Desa, Trwadan 11
s2202 Beama sy HonarIum Uneis St Peranghat Desa, Pembanty o0 21350000000 | S154/SP 06201272022 (12.500.000,.00) 236530 ™00
[ — gy
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Perioda 01/G1/2022 s.d 31/12/2022
Kode Penerimaan Pengeluaran
o | V0S| eening Uraian (") (Rp) e e ranaska () preet
2 3 4 5 (] 7 ] 9
$.25.01 Betama Jasa Langganan Listrik 0,00 1.421.000,00 | G177/SPPM6.2012/2022 (1.421.000,00) 485.701,00
1110/2022 Pemeiharasn Motor Sampsh
52602 Belanga Pemelinaraan Kendarasn Bermotor 0,00 1.300.000,00 | 0178/SPP/D6.2012/2022 (1.300,000,00) 70.185.701.00
07200 Betarys Operasional BPD
s210t Selara Alat Tukis Kantor dan Benda Pas 0,00 900.000,00 | 0179/SPP/06.2012/2022 ($00.000,00) 169.285.701,00
$.2.1.05. Belanya Barang Cetak dan Penggandaan 0.00 800.000,00 {800,000,00) 168.485,701,00
52106 Belany Barang Konsums! (Makan/Maum) 0,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 167.235.701,00
52301 Belarjs Peristanan Dinas Dafern Kabupeten/iota 0.00 02.000,00 (800.000,00) 166.435. 201,00
32 LEiTr Peathen Perwigkatan Kapastas Keksarga Sadar Mukum
(RADARXUM)
5.2.1.99. Beiarys Sarang bertenghapan Lainnys 0,00 000.000,00 | 0174/5PP/0<. 201212022 .000.000,00) 156.435.701,00
n PR 877,21 Dukungan Penyelengaraan Puaces 2022
5219 Belanys Barang Pertengkapen Lannya 0,00 350.000,00 | 0180/5°P/06.2012/2022 (3.350.000,00) 53.035.701,00
5229. Betarnja Jasa Honoranum Lannya 0,00 1.250.000,00 11.250.000,00) 41.835.701,00
1W1y2022 Dukungan Penyslengoaraan Pilkades 202
52,101, Belanja Alat Tuks Kantor dan Benda Fos 0,00 430.000,00 | 0181/SPP/0E.2012/72022 (6.430.000,00) 135.405.701,00
ns 02122022 v Insentf Kader ™
5.229. Belarya Jasa Honoranum Lamemya 0,0¢ 3.600.000.00 | 0182/SPP/06.2012/2022 (3.600.000,00) 131.805.701,00
16 0212702 Pembayaran Insenof Pegawal Saqa, Tw L1l
52201 | Belanjs Jasa Honoranuminsentf Pelayanan Desa 000 |  8100.00000 0183/SPP/08.2012/2022 (8.100.000,00) 123.705.701,00
02/12/2022 Insentf Kader Tw il
52203 Belanya Jasa Honorarunyinsentsf Pefayanan Desa 00 600.000,00 | 0184/5PP/06.2012/2022 (3.600.000,00) 120.105.701,00
ne o2n2on 1nsenuf Kader Tw
52203 Belanja Jasa Honorarunyinsentf Pelayanan Desa 0,00 900.000,00 | 0185/SPP/06.2012/2022 (900.000,00) 119.205.701,00
12 yaran Insenuf Kader Manusa, Tw I
52203, | Belana Jasa HonorariumyInsentf Pelayanan Desd 0,00 900.000,00 | 0186/SPP/06.2012/2022 (500.000,00) 118,305.701,00
N VNN Fovbeyera Homs PR Neborahm Ko Dl A
5.2208. Belanga J2s3 Honorarium Petugas 0,00 1.800,000,00 | 0187/SPP/06.2012/2022 (1.800.000,00) 116.505.701,00
m o120n Pembayaran Insentif Kader Kebersihan, Tw Il
Hataman 27
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Pariode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

ol Bl i S | Tt s vatoe) | o)
1 2 3 . ] ]
s2201 Bela 3 Jasa Honorarumynsertf Pelayanan Desa 0,00 11600.000,00 88/SPP06.201 /2022 (3.600,000,00) 112.50%.701,00
m QnyNR Pernbaryaran Tnsensf Imam Desa, Tw
52203 Belana Jasa Honoranumyinsentsf Pelayanan Desa 0,00 225000000 | 0189/5P9/06.2012/2022 (2.250,000,00) 110.655.701,00
EoT) can2on Pembayaran Monor Petugas Kebersihan Desa, Tw 111
S220s. Belanya Jasa Honoranum Petugas 0,00 400,000,00 | 0150/SPP6.2012/2022 (2400.000,00) |  108.255.701.00
- zn2ren Belans Bahan Pabrikasi Semen, drainise sampulungan Kmpo
71103 Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 3896,00 | 0066/SSP062012/2022 (3.886,00) 08.251.815,00
s nyxon Pengecetan gerbang
5399 Beiarya Mod Ly 0,00 727.000,00 | 0009/SPP/0C.2012/2022 (2727.000,00) 05.524.815.00
k> 4122022 Transfer Dana BLT Dana Desa Tahao IV
4210 Cana Desa £00.000,00 0,65 | CO15/T3P/08.2012/2022 11.620.000,00 217.124.815,00
w wen Pergambiian
Kat @ Bendahara .310.000,00 121.310.000,00 6,00 7.124.815,00
38 141272022 Bantuan Langsung Tunal Cana Desa. Tanep IV
Ao Betara Tick Terdugs 0,00 60.500,00 | ©191/5PP/06.2012/2022 (111.600.000,00% 05.524.815,00
= 1122002 Jasa Langoanan Ustik
S ZS01 Beiarna Jasa Langganan Listrik 0,00 0.000,00 | O192/SPP/UE.2012/2022 {710.000,00) | 104814 815,00
™0 14122022 % Sitam Desa (S0)
2195, Belarija Barang Perfengkapsn Lamnya 0,00 000.000,00 | 0193/SPP/06.2012/2022 (5.000.000,00) 99,814,815,00
m xR Pembayaran Honoranum Pendatasn SDGs Desa 2022
Kas d Bendahard 5.000.000,00 0,00 | 0003/SP)06.2012/2022 5.000.000,00 04.814.815,00
82195 Belarga Barang Perfengkapan Lannys 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) 99.814.815,00
m 2nuxn Belarya CEX 1 Biok 25 L
5.25.06 Belary Jasa Kurv/Pos/Gro 0,00 292.000,00 | 0195/SPP6.2012/2022 (292.000,00) 99.522.815,00
m WNUX2 Transfer Dana Aickas! Dara Desa, Triwulan IV
42301 Alokast Dara Desa 183.177.150,00 0,00 | 0016/160/06.2012/2022 83.177.150,00 282.699.565,00
e Xnymn ﬁ!l(gs.lvalg.ﬁdﬁli!z
42201 Bagy Hasil Pajek dan Retrbusi Daerah Kabupaten/Kota 11.465.775,00 0,00 | 0017/TEP/0S.2012/2022 455.775,00 294.165.740,00
e——eee— Halarman 28
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ol e ’u.- i Tmn.“..lu-s v!ﬂuu'..ﬂ! Peonsi el qi...ln.s M.Nu
2 7 L] ’
s P Pirabd Belamp Bendia Pos(Matera
52506 Belarya Jasa Kurw/Pos/Giro 00 228.000,00 | 0196/SPP/06.2012/2022 (228.000,00) 293.937.740,00
e 12200 Pertayaran Jasa Langganan Air Bersih, Bin
52502 Beanga Jasa Langganan Ar Barsin 0.00 S85.400,00 | 0197/559/06.2012/2022 (588.400,00) 138300
7 7nemen Perbayaran Honor Penanggung Jawab PPKD, Tw IV
21102 Potongan Pajsk PPN Pesal 21 112.500,00 0,00 | DO35L/KWTOS.2012/2022 112.500,00 293.461.840,00
138 nAB1R Belara Barang Konsumst (MakaryMinumn)
71104 Potongan Pajak PP Pasa 23 25.000,00 0,00 | 00WIWTAS 2012/2022 25.600,00 253.486.940,20
i naxn Pembayaran Honor Fenanggung Jawab Pengeicia Website
23, Trwedan
111,02 Potongan Pajak PPN Pasal 20 75.000, 00398/KWTR6.2012/2022 75.000,00 293.561.540.00
3 rnyen Paramdian
Kas O Bendiatars 26.626.000,00 26.5:6.000,00 0,00 291.561.240,00
M vnuxn Pemdayesr an Sitap Perangiat Desa, Tw IV
Penghasian Temp Perangkat Desa 00 48.900.000,00 | 0198/SPPAE.2012/2022 (48.500.000,00) 244.661.640,00
2 rnynn Pembaysran Tuvyangan Peranghat Desa, Tw IV
51202 | Tumangan Peranghat Desa 00 900.000,00 99/SPPAS.2012/2022 (16.500.000,00) 227.761.840,00
3 whXR Pembayaran Honor PPKD, Tw IV
2.2 Belanja Jasa Honoranum Tim Peisks e Keglatan 00 $50.000,00 | C200/SPPAUE.2012/2022 (12.£50.000,00) 215.211.840,00
34 Dpan Permbayeran Honor Staf Desa, Triwudan IV
52202 Belanja Jasa Honoranum Unsur Staf Perangikat Desa/Pembantu 00 13.500.000,00 | 0201/SPP/DE.2012/2022 (13.500.000,00) 201.711.840,00
s Dnuxn Pembayaran Honor Staf Desa, Triwulan IV
52202 Belama Jasa Honoranum Unsur Staf Perangiat Desa/Pembanty 0,00 4.500,000,00 | 0202/SPP06.2012/2022 (4.500.000,00) 197.211.540,00
346 2nyen Pembayaran SItap Kepala Dusun, Triwulen [V
1201, | Penghasitan Tetap Peranghat Desa 0,00 22.000.000,00 | T203/SPP/6.2012/2022 (22.000.000,00) 75.211.840,00
M DNy22 §§§Q§i§§
1202 Turjengan Forengrat Dcse A SRORGE | G SR AIL YD CTINVENTS A74.411.84,00
e wpyEn Pembayaran PLH (Honor PPKD) Kast Pemenntahan Buian
Novemder
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u

/
Kode
wo | ™90 | pening v T | "o A ) =
1 2 2 . L] 7 L] L]
s22m Belana Jasa Honorsrum Tim Pelaksana Kegiatan 0.00 500.000,00 | 0205/599/06.2012/20 (500.000,00) 172.911.840,00
-] Tnyxn Pembayaran PLH (Sitap) Kepala Dusun Buan Novermoss
$1201. | Penghasian Tetap Peranghat Desa 0,00 200000000 | 026506 MW 900.000,00) 171.911.50,00
0 zhayxn Pembayaran Turangan Kedutukan BPD, Triwulan
51401, | Tumangan Keduddan 80 0.00 25.500.000,00 | 0207/57P/06.2012/2022 (25.£02.000,00) 145.111.840.00
k31 2202 Pembayaran Lnsent? Petugas Keersihan Kantor Desa,
Triwulan IV
5.2.2.05. Belame Jasa Honorarue Petugss 0,0 4200000,00 | 0208/5°P06.2012/2002 200.000,00) $11.840,00
m poiiripery Permnayaran Insena! Imam Dusury, Tiwaian IV
52203 giiﬂ%gg o.0c £.000 000,00 | 09/5PF 06201272022 (6.000.00C,00) 135911 80,0
E5 ) b7 7 vIpnrd Permbayaran irsctf Xader Keamanan, Trwaian
52299 Betargs Jasa Honorsnum Loy 0.6 £00 000, 0210737°106. 2012/ 202 3.600.000,00) 132311 840,00
354 DR %-ﬂﬂ‘im‘!#’ﬂ!!
5.2.203. Bedamp Jasa. Honoranunyinsenul Pelayanan Des3 000 2.200.000,00 | 02/SPPE.201272022 (7.200.000.00) 125.111.840,00
=5 znan %igggﬂiz
52203 gi%“!oﬂ- o= 4,500 000,00 021/SPR/0S. 201272022 (4.500.000,00) 11.840,00
k-3 AN Pebayaran Insentt Imam Desa, Triwadan IV
52201 wnni.iu:oﬁil-&l:ll.oﬂ 0,00 250.000,00 | 0213/3PPIOS2012/72022 (2250.00,0% 118.351.840,00
Ford znumn %EBE riwutan IV
52203 Ei%%oﬂ- 0,00 600.000,00 | 0219/SPPR6.2012/2022 {3,500 009,00) 20,0
1 wpaeR Honor Kader Manusia, Trwulan
52203 !E%goﬂ- 0,00 $00.000,00 | 0215/59P/06.2012/2022 (900.000,00) 13.661.840,00
) raxn %iivﬂggz
52203 untiwh:ﬂﬂﬂ-%lln\_!g 0,00 200,000,00 | 0216/5PP/06.2012/2022 (300.000,00) 12.561.840,00
Irsentif Pensgas Desa, Trwnsan
- s s B 0,00 400.000,00 | C217/5PPRA.2012/202 400.000,00) 110.561.890,00
= | znvEn - ”IQ“!M“ ”” ”_a..nd. g i Y=o PO NE.01202 oo | mouseRn
2102 Belany Perierghaoan At sk 0,00 150.000,00 (150.000,00) 110.026.540,00
Halaman
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Periode 01/01/2022 5.4 31/12/2022
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Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022
., Vomgesl ...ll“l Urelan th....! (Rp) = Nawmar Buted uil.t" R0 ”.“-u
2 3 4 (] 7 ] v

m Tayen Pembayaran Jasa Langganan Surat Kadar

s2so3 Setaryy dea Langanan MapsatvSurat Kater 0.00 $50.000,00 | 0228SPR0E.2012/2022 (550.000,00, 64.775.840.00
m nyen Pemdayaret rsere! Kader Kabershan, Trwdan IV

52283 Bea Jasa Monoranumyimsentt Pelayanan Desa 0.0 1.600.000,00 | 0229/557/06.2012/2022 (3.600.000,00) 81.175.840,00
3 anyan Permtavaran Irsenct Petuges Kedershan Desa, Triwulan IV

s1208 Bearys Jasa ronoranum Penugas. 0,0 4800.000,00 | 0230/SPP/06.2012/2022 (4.800.000,00) TSITS00
L Znma Belarya Al Kesehan Fosvancu

FA30L | Potongan Pusk PPN Pusat 99.991.00 0,00 | 00407/ \CNT/E.2012/2022 990.991,00 77 36683100

EARE. ) Sreorom Pak, PPN Pesa 22 13813500 oo 135,00 77.501.965,00
s soxn Pengareian

K= d Benderara 22000 0,000,060 200 77.501.965,00

2 Bnysen By Perystanan Dews

52301 | Selama Psiaran Dnas Daam KadupstenyXem ame 670.000,00 | 0231/5%9/06.2012/2022 (1.67.000,00) 75.831.966,00

$2302 | Betarys Peaiaran Dree 0.0 $70.000,00 (570.000,00) 75.261.966.00
> Bnyxn Pembayaran insers! Pegawas Sra, Triwasan IV

£2203 | Sesmale wavaran Dusa 0.00 0000000 | cRLSPReDIZRR (500.090,00) 74.351.966,00
» s Trarsfer Sertayaran Bexsswa

54101 | Belas Tisk Tedga o 200.000,00 | 0233506201200 (15.000.000,00) 55.361.966.00
> Snuxn Betama Pengadaan Alat Kesehaan (Posyancu)

52195 | Seana Bwang Peiegann Lanye am 000.000,00 | 0234/SPP/06.2012/2022 {10.000.000,00) 49.361.966,00
m nayxe Pertavaran Honor Pemacen, Pelachan UMKM

70302 | Pomongen Pagsk Pen Pasal 21 0.00 70.000,00 | 00C/SSPAOE.2012/2022 (72.000.73) 45,291 966,00
= npyzn Belama Bararg Korsumsl (Makan/Minum), Pelathan UMIOU

73304 Potongan Pajsk PP Pecal 23 0,00 1163600 | 0002/SSP/06.2012/20702 (11.636,00) ©.250.3%0,00
= nnmr Beleya ATK, Petazhan UMIM

7103 Pt v 7T Pl 22 o0 1710200 | 000N/SSPO6.2012/2022 (17.182,00) 263.148.00
m naven Berman Pertnian

7110t | Potongan Pk Pew Pusac 0,00 49549500 | C0O4/SSHDE.2012/2022 455.496,00) 875765200

IR e oes Hataran 2
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Periode 01/01/2022 5.4 31/12/2022

wo. | Tangga l.”...... Jn_..s..w.! (Rp) W belal S (o) ﬂl.ct.
1 3 s s ’
I8 hnavarn Barcuan Pertarean
71103 Potongan Pajax PPN Pasal 22 000 €7.568.00 | 000S/SSP/6.2012/2022 67.568,00) 43.700.084,00
3 R Pemtayaran Honor PEanggung jmmad webste cesa Tw I
71182 Potongan Pajsk »7h Pasal 21 (X ] 7SC0,00 | 0006/SSP/DE 2012/2022 (75.000,00) 48625 084,00
3 waoon Betaa Barang = ( "
a0 Potongan Pajsk PPN Pusar 0,00 297.257,00 | 0007/SSP/06.2012/2022 (297.297,00) 48.327.787,00
= nayxn B Barang Konsumsl (MakaryMeum), APSOes Pentahan
71104 Potongen Pamk PP Fasal 23 0,0 5405400 | 0CO8/SSP/DG.2012/2022 (54.054,00) 44.273.723,00
E 12 Belana barang cetak dan penggandasn, APBDes Penbahan
2ia04 Potongan Pa PPN Pasar 23 0.00 2432400 | 0002/SSP/06. 20127022 (24.324,00) 48.249.409,00
) nayxn Beama TP dan Benda Pos, APBUes Penbahan
72103 Potongan M PPN Pesal 22 0,00 [32400 | 0010/SSP/06.2012/2622 (24.324,00) 42.225.085,00
% nayx2 ety Honor T 2%,
1302, | Potongen Pajes P Pasal 2t 0,00 26.456,00 | 0011/557/08 2012/2022 (26.486,00) 48.196.599,00
» nnxn Beame -..!nluwolm!! 2F kayy, Moysk caLe,
4.10L Pomngen Pajak PPN Pusat 0,00 200,205,00 | CO12/SSPN6.2012/2022 (200.805,03) 47.997.794,00
392 npyan Selarga Sﬂh‘g Gt ke, minyak cat i,
103 Potongan Pajk PPh Pesal 22 0,00 27.282.00 | 0013/SSP/06.2012/2022 (27.382,00) 47.970.412,00
53 wnyxn Befama Papan (Kayu jat), Pengadaan Gazeno
L1101 Petongan Pajak PPN Pusat 0,00 618.249,00 | 0014/SSP/06.2012/2022 (618.249,00) 47.352.163,00
] nyen Belanja Pagan (Kayu jati), Pengadaen Gazeto
7..103 | Potongan Pajk PPh Pasal 22 0,00 84.307,00 | 001S/SSP/6.2012/2022 (84.307,00) 47.267.856,00
95 R Beana Bahan Matenal Kayy dan Pk, Pengadasn Gazebo
1101 Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 91315800 | 0016/5SP/06 20122622 (913.198,00) 96.354,658,00
x6 nnon Betana Bahan Maternal Kayu dan Pak, Pengadaan Gazebo
ERX.. fetoen s s 0,00 124.527,00 0017/SSP/06.2012/2022 (124.527,00) 96.230.131,00
™ npyxz Pembayaran Honor Pematen, Pelathan SDGs
——— U T
L =T Hhikkean gy
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Perlode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

Pengeluaran

Netto

Saldo

o | Tanoal | eing e (Rp) (%p) por b Transakal (p) (p)
1 2 3 s
1102 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 $0.000,00 | OOLE/SSP/G.2012/2022 (90.000,00) 46.140.131,00
»s 02 Pembayaran Honor penanggung jawab PPKD, Triwulan 111
73402 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 112.500,00 | 0019/SSP/06.2012/2022 (112.500,00) 46.027.631,00
% unon Belanja Pengadaan Sepeda
L10L Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 990.991,00 | 0020/SSP/06.2012/2022 (990.991,00) 45,036.640,00
0 1120202 Belanja Pengadaan Sepeda
7.1.1.03. | Potongan Pajak PPN Pasal 22 0,00 135.135,00 | 0021/SSP/05.2012/2022 (135.135,00) 44.901.505,00
0 nnyna Transfer Bartuan Pembuatan Pengaran Desa/Ketahanan
71101 Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 6.441.441,00 | 0022/SSP/06.2012/2022 (6.441.441,00) 38.560,064,00
“02 nh002 Transrer Bantuan NQSIran Desa/
74103 | Potongan Pajak PP Pasal 22 0,00 872.378,00 | 0023/55P/06.2012/2022 (878.378,00) 47.581.686,00
03 Ny Bantusn Perikanan(¥etshanan Panganr)
1.1.01. | Potongan Pajek PPN Pusat 0,00 2873874,00 | 0024/SSP/6.2012/2022 (2.673.874,00) 34.707.812,00
4 npyan Barttuan Perikanan{etananan Pangan)
1103 | Potongan Pajak PP Pasel 22 0,00 391.892,00 | 0025/SS°/06.2012/2022 (391.892,00) 34.315.920,00
5 12202 Belanga Makanan Tambahan Balita
71001, | Potongan Pajsk PRN Pusat 0,00 148649,00 | 0026/5SP/06.2012/2022 (148.649,00) 34.167.271,00
8 N0 Belanja Makanen Tambahan Babta
103 Potongan Payk PPh Pasal 22 0,00 20,270,00 | 0027/SSP/06 2012/2022 (20.270,00) 34.147.001,00
7 nnyA2 Belanfa Barang Konsums! (Makan/Minum), Musy, RKPOes.
1,104, Potongan Pajak PPh Pasal 23 0,00 32432,00 | 0028/550/06.2012/2022 (32.432,00) 34.114,569,00
8 nnuw2 Belana Makanan Tambahen Balita
71301 Potongan Pajsk PPN Pusat 0,00 196,198,00 | 0029/SSP/OC. 2012/2022 (198.196,00) 33.916.371,00
«9 o2 Belanja Makanan Tambahan Bakta
7.4.1.03. Potongan Pagsk PP Pasal 22 0,00 2702700 | 0030/SSP/06.2012/2022 (22.027,00) 33.889.344,00
A nnypnr Pengadasn Kapas Angin
m Oeeongan Paiak PP Baeal 72 0.0 12027,00 | CO31/S59/05.2012/2022 (12.027,0m 32.877.317,0
a npyRR Belanja Alat Penarik Kapal
DR 22022085628 Halaman 34
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Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

i
e Vel T i i Tromaaat () ()
1 2 3 4 ] L} 7
71301 | Potongan Pak PPN Susat 0.00 1.485.482,00 | 0032/55906.2012/2022 (1.426.487,00) 32.390,830,00
a2 nven Belanys Alat Penark Kapal
71103 | Powmngen Payk Pen Pasal 22 0,00 02703,00 | 0033/5S7/06.2012/2022 (202.703,00) 32.188.127,00
“«3 npyon Pembayaran Honer Penanggung fawab Pengeiola Website
Desa, Tw I
11.02 Potongan Pajak PPN Pasal 21 000 75.000,00 | 00J4/SSP/DS.2012/2022 (75.000,00) 2.113.122,00
as N0 Belanga ATK, Pelathan TTG Pertanian
1100, | Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 17.702,00 | 0035/S59/06.2012/2022 {12.703,00) 095,424,00
as v0R g Honor Pematen, Moderator & Panttia, Pelathan
1002 | Potongan Pajak PP Prsal 21 0,00 24500000 | 0036/S57/06.2012/2022 (245,000,00) 31,850.424,00
122022 Perbayaran Konor Memiten & Maderator, Pestihan TTG
Petarian
71002 | Potongan Pajsk PPh Pasal 21 0.00 220,000.00 | 0037/5SP/08.2012/2022 (220.000,00) 31.630.424,00
a7 nen Pembayaran Honcr Pematert, Pelatihan TTG Pertanian
102 Potongan Fassk PPh Pasal 21 0,00 70.000,00 | 0038/550/04.2012/2022 (170.000,00) 460.424,00
as 00 Belanya Bahan Prakter, Pelatihan TTG Pertanian
.1.1.01, Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 209.099,00 | DOI9/SSPAE.201/2022 (209.095,00) 31.251.325,00
@9 nAvoR Bewnja Bahan Prakter, Pelatihan TTG Pertanian
103 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 2851400 | 0040/S59/06.2012/2022 (28514,00) 31.222.811,00
0 N0 Belarya Peratatan, Pelatinan TTG Pertanian
7003 | Potongan Pajak PP Pasal 22 0,00 1.832,00 | 0041/55P/06,2012/2022 (11.932,00) 31.210.879,00
@ nnon Belanja Sirup ABC (8%)
71101 Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 327.027,00 | 0042/SSP/06.2012/2022 (327.027,00) 30.883.852,00
@ | Betanga Srup ABC (9%)
1.03, POtongan Pajak, PPN Pasal 22 0,00 4459500 | 00AY/SSP6.2012/2022 (44.595,00) 30.839.257,00
@ np2 Belana MakaryMioum Tim Vaksinasi (8%)
104 Potrvngan Pave Gon Pea 71 0o € 117,00 | ooearmepns 0122002 ras 137 o 2 10a 140
L /1212022 Belanja Mandsarytizer dan Masker (8%)
103, | Potongan Pajek PP Pasal 22 0,00 17.386,00 | 0O4S/SSP/06.2012/2022 (17.386,00) 20.776.754,00
[ Er=rrs e




106
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Periode 0170112012 5.4 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran
Mo Tanggal Uralan Netto Saldo
Rekening (Re) (Rp) - - Transaksl (Rp)
) (®p)
1 2 3 4 5 L)
< vz Belarga Nas Kotak (8%)
70104 fPotongan Pagk, PPN Pasal 23 0.00 13510500 | 0046/S59/06.2012/2022 (135.135,00) 0 641.619,00
s nen Betaryga Princer
1101 Potongan Pajak PPN Ausat 000 212182,00 | 0047/SSP/D6.2012/2022 (212.183,00) 042943600
< nen Belargs Privter
71103 Potor—mn Pagsk PP Pasal 22 0,00 28917,00 | 0048/5SP/D6.2012/2022 (28.937,00) 0.400.499,00
<8 e “4- Barang Korsums (Makan/Minum), Operasonal Kantes
PARY R Potangan Pajsk PP Pasal 23 0,00 500000 | 0049/SSP/06.2012/2022 (9.000,00) 30.391.499,00
< unen Belarga Infocus
11100 Potongan Pajsk PPN Ausat 000 | 408100 0050/SSF/06. 2012/022 (421.081,00) 29.960.418,00
4R nnyRR Belana [nfocus
103, Potongan Pagsk PP Pasal 22 0,00 5178400 | 0OS1/S3P/06 2012/2022 (58.784.00) 29.901.634,00
a nnyan Pembayaran Honor Penangoung Jawab PAKD, Tw 1L
1102 Potongan Paisk POh Sesal 21 0,00 02273,00 | 00S2'SSP/06.2012/2022 (102.273,00) 29.799.361,00
aa nayxa Bsiama Pengadasn Listop
1.1.01. Potongan Pajk PPN Pusat 0,00 495.496,00 | Q0SI/SSPI06.2012/2022 (#95.496,20) 29.303.865,20
1 npyon Belama Pengadaan Lagtop
11,103 Potongan Pajsk PPN Pasal 22 0,00 67.568,00 | 0054/SSP06.2012/2022 (67.568,00) 29.236.297,00
4 npyaon Betana Barang Konsumst Makan/Minum Vaksinast 8%
AREH Potongan Pajsk PPN Pusat 0,00 405.091.00 | 00SS/SSP/06.2012/2022 (409.091,00) 28.827.206,00
<15 npyoR Belara Barang Korsums! Makan/Minum Vaksinas! 8%
.1.1.04. Potongen Pajsk PPh Pasal 23 0,00 81.818,00 | 00S6/SSP/6.2012/2022 (81.818,00) 28.745.388,00
Qs npyH2 Belanja ATK, Operasional Kantor Desa
11.1.01. Potongan Mgk PPN Pusat c%0 168.182,00 | 0057/SSP/D6.2012/2022 (168.182,00) 28.577.206,00
ar 127022 Belanja ATX, Operasional Kantor Desa
3103 | oo prsk pen peent 27 0,00 26.227,00 | 00587SP05.2012/2022 (25.222,00) .551.979,00
o8 nayxn Belanjs ATX, Operasonal Kantor Desa
1104 Potongen Pajsk PPh Pasal 23 0,00 1818200 | 0OSH/SSP/06.2012/2022 (18.182,00) 28.513.797,00
Halaman 36
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Perlode 01/01/2022 5.4 31122072
Kode Panerimaan Pengeiuaran
Mo, Tanggal Uraian Netto Saldo
Rakaning () (%) e Transakal (%9) (%)
1 2 3 4 s L] 7 L 1
aa nayxn Pemtustan Muns Kama Gerdang Dese
71101 Potongan Paym PPN Pusae 000 681.818,00 | 0080/SSP/08 2012/2022 (62121890) L5170
“Q nnyxn Pertuaan Mund Kama Gertarg Desa
7104 Potongan Pk PPN Pasa 23 000 136.364.00 | C0E1/SSP/06 2012/2012 (138.3%4,00) 2 nsesm
4 npyxn Belama Baran Material Tamtang, B, Gurung, dranase
71103 Potongan Pagak PPN Pasal 22 0,00 1452300 | 00SSSP06. 2012/2002 (14523,00) DL
-2 npvxn Beiama Faran Patrikas Semen, Granuse sampungan lmpo
71101 Petongan Pujek PP Pesal 22 0.00 ONLL0 | MEYSSH06.2012/2022 {23.318,00) ETIT400
" nayHn Betarva Raia ) Pacrkasi Semen, Graneie Samp A omeo
71101 Putongan Prysk PPN Pusat om 15545400 | DOSA/SSP/06 201202022 (155.454,00) VSInE
- npaan Betarya Batan Pbrias Semen, drinase sampAGan longo
70103 Potongan Paak PPn Pasal 22 000 7775,00 | 00ES/SSP06.2012/200 @773.0) TS50,
s npyxn PemCayaran Ronor THK 2%, Granase sampuiungsn iomgo
7L102 Fongan Pk PP Pasxt 21 c.x 1100000 | 0OST/SSP/5. 2100 (12.000,20) T.503.547.00
-~ npyxn Beams Bxarg VMInUm, M.y, Penetasar
70104 Potongan Pajas. PP Pasal 22 0,00 1300000 | OO6E/SSPU6.2002/200 (12.020,90) Daassom
-7 npyon Belarja barang cetak dan pengpancaan, Musy. Penetacan
70104 Potongan Pasa. PP Pl 23 0,00 8.000,00 | OOSS/SSP/5.2012/2022 (£.000,00) Da150,%
s | npzpm Belarya Eang g by
71104, Potongan Pajak PPh Pasal 23 0,00 2000000 | 0070/SSP/06.2012/2022 (20.000,00) 2745754700
P npen Belanga crak can penggandaan, Musy. Penyusunan APEDes.
7.0.1.04. Potongan Pajak PP Pasal 23 0,00 1200000 | 0071/SSP/06.2012/2022 (12.000,00) TAEST0
- e Perbayaran apikas sstem informas desa
71101 Potongan Pagak PPN Pusat 0,00 3.181.818,00 | 0072/5SP/06.2012/2022 181.818,00) M.25179,00
- ANuxL PTGy r an Sowe s WD & e S
71103 Potorgan Pagsk PPh Pasal 22 0,00 T30 | 0TS 06200072 (477.273,00) 2796 456,00
Hameran 37
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s Tumodt l..-“”l S J-“.w-! (Rp) Mooy Lt «i“.-“. (Rp, ﬂ.-.u
1 2 3 . 5 (] s ]
«2 nnxon Belana barang konsans: (MakaryMunum| Operagional 820
71104 Potangan Pajak PPh Pasal 0,00 2500000 | 0074/559/05.201272022 (25.000,00) 23.761.456,00
3 nvan Pemtayaran honor penangoung Jewab PPKD, Tw IV
73102 Potongan Pagsi PP Pasal 2 0,00 112500,00 | 0075/559/06.2012/2022 (112.500,00) B.644.956,00
-4 nnyan Pembiayaran honor narasumber, pelathan Sio
70102 Potongan Pajsk PPN Pasal 21 0,00 70.00000 | 0O76/SSP/05. 201272022 (70.000,00) 23.578.9%6,00
s nyxn Perbayaran Sistemn Informast Pencaran
71004 | Potongan Pagak PPN Pasal 23 0,00 2270700 | 00771559 /06.2002/2022 (272727,00) 23.306.229.00
s nnpyon Betang barang komsumsl makan/minum, Operasional BFD
7004, | Pomngan Pap PPn Pasal 23 0,00 272700 | 0Q78/S5P/06.2013/2022 (22.727,00) BA T
a7 npyxn Sctarga At Tuks Yantor, Operasions £90
703103 | Potmgan Popk PRh Pasal 22 0,00 28800 | 207%/550/06.2012/2022 (21.818,00) 23.251.684,00
-8 nzxn Betanya Alat Tuks Kaneor, Operasoral Kantor Desa
72401 Potongan Pajek PPN Pusat 0,00 43549500 | 00%0/S5P/06.2012/2022 [455.495,00) | 2276618800
-3 w2 Betam Alai Tusis Kantor, Operxsional Kantor Desa
7.0.1.03. Potongan Pajsk PPh Pasal 12 0,00 67.568,00 | 0DOBL/SSP/06.2012/2022 (67.558,00) 2.698.620,00
““0 nnxa ni Barar cetak dan pengganaaan, Operasional Kante
.1.1.01. Potongan Prak PPN Pusac 0,20 148.69,00 | 0082/SSP/06.2012/2022 (142.649,00) 22.543.971,00
-1 npyxn “‘ Barang cetak dan penggancaan, Operasional Kantor
L1104 | Pomngan Pak PP Pasal 23 0,00 V00,00 | 0083/SSP06.2012/2022 (27.027,00) 252940
2 npxn Betara Barang Komsumsi, Operasonal Kaneor Dess:
1104 | Potongan Pajsk PP Pesal 23 0,00 36036500 | 0084/SSP/06.2012/2022 (36.036,00) 22.426.908,00
«3 npyIn Perbavaran Jasa sewa sound system
L1104 | Potongan Pajsk PP Pasal 23 0,00 9.005,00 | 008S/SSP/06.2012/2022 19.009,00) 2247789300
- N Belaa Barang Perlengkapan Hart Raye fstam
A3 | PONGEN Pag Frin Fass 22 0,0 DFBW | Ko SSH. B2 (20.54,00) 22.456.953,00
s nnxn Pertayaran Honar Penanggung jwab PPXD,
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N e el e -
1 2 7
1102 Potongan Pajak PPt Pasal 0,00 100 | DOSY/SSP06.2012/2022 35 602,00
¢ npzen Pemestiraan Kendaraan Dinas (Motor Pengangkut Sampah]
104, Potongan Pajsk PPh Pasal 0,00 $5.255,00 | 00B4/SSP/06.2012/2022 (55.255, 2.300.347,00
-7 nnyxen Selarga Makanan Tambahan Baky
101 Potongan Pajsk PPN Pusat 0,00 35.364,00 | DOBS/SSP/06.2012/2022 (136.364,00) 22.161.983,00
L] npyon Belanja Makanan Tambahan Bala
.03 Potongan Pazk PN Pasal 22 0,00 20455,00 | 00S0/SSP/06.2012/2022 (20.455,00) 2214252800
“ N2 Pembayaran Honor Pemona Pengeiola SID, Tw
3,102 Potongan Pajsk PP Pasal 21 o 75.000,00 | CO91/SSP/D6.2012/022 (75.000,00) 22.068.523,00
<« apyRn Belarga Bartusn Mesin Pompa
1100 Potongan Fajsk PPN Pusst 0,00 2572973,00 | 00S2/SSPE.2012/2022 (2.972.573,00] 795.555,00
om V1272022 Belana Barituan Mesin Pompa
1103, | Potongan Pajk Fon Pasal 22 000 40540500 | 00S3/SSP/06.2012/2022 (405.405,00) 8.690.150,00
a nnyoR Beianja Bantuen Perdanan/AKl
PARY ) Potongan Pajk PPN Pusat 0,00 2873.37400 | 0094/SSP06.2012/2022 (2.871.674,00) 15.816.276,00
el n2yW22 Belanja Barmuan Perfanan/AD
71103 Potongan Pajsk PO Pasal 22 000 391.892,00 | 0095/5SP/06.2012/2022 (391.852.00) 15.424.384,00
o4 npuA22 Pembayaran Honor Penanggung Jawab Pengeicla STD, Tw
70100 Potongen Pajak PPh Pasal 21 0,00 000,00 | DO9E/SSP06.2012/2022 (75.000,00) .349.384,00
o | nnvon Belanja Alat Kesehatan
74101, | Potngan Pajsk PPN Pusat 0,00 930.991,00 | 0097/SSP/06.2012/2022 (990.991,00) 4358.393,00
-6 nnon Belana Alat Kesehatan
70103 Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 135.135,00 | 00S8/SSP/06.2012/022 (135.135,00) 4.223.258,00
o7 nnyo2 Pembaryaran Pamor dan cat gerbang 0esa
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 205.509,00 | 0095/SSP/06.2012/2022 (206.909,00) 015.343,00
« npup2 Pembayaran Plamor dan ¢ gerbang desa
71000 Potongan Pajk PPN Pasal 22 0,00 036,00 | 0100/SSP/06.2012/2022 (31.036,00) 585.313,00
P npran Betanja Bambu dan Tall Iuk Gertiang Desa
R R e b
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2. Potzngan Pk PPN Pusat 000 185460 | o

Potongan Pajsk PPh Pasal 22 0.00 19.42.00

Potongan Pajsk PPN Pusat 0,00 207.273.00
Belaya Bahan Pabrikas Semen, Pengerasan Jalan

66072780 | 0107,
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Parlode 01/01/2022 5.4 31/12/2072
Kode Penerimasn Pengeluara; Metto Saldo
o | 0 | peivg vrsien (r) (rs) Momer Bukd Transaksl (R5) (%)
1 2 3 s L] 7 L ?
-y nn. Bahan Matenal T, Sty Jalan
rxn Betara ares ambarg Pengerasan
71101 Potongan Pajak PPN Pusat 00 4.546,00 | 0114/559/06.2012/2022 14,546,00) .067.084,00
<1 nhyxn Belana Bshan Material Tamtang Sirtu, Pergersan Jalan
Sampulungan Cadd
71203 Potongan Pagk PPh Pasal 22 00 62.182,00 | 0115/SSP/06.2012/2022 (62.182,00) 1.004.502,00
k) nnxn Belaa Batan Material Tambang Sirny, Pengerasan Jstan
Sampubungan Cadd
1101 Fotongan Pagsk POW Pusat 0,00 $38.909,00 | OLLE/SSP/O6.2012/2022 (538,909,00) 465.991,00
-5 npuyxn Belarms Baran Material Tambang Sirtu, Pengerzsan Jalan
Sampuiungan Cadd
a3 Potorgan Pagsk PPN Pasal 22 0,00 £0.236,00 | 0117/S58/06.2012/2022 (50.836,0C; 10.385.157,00
<6 nayRnn Hy‘!iiu’izg
02 Pomngan Pajak PPN Pesal 21 0,00 277300 | C118/SSPMOG.2012/2022 {31.773,00) 10.353.384,00
- NNYAXR Belarma Bararg Komsums: Makan/Mawm, 8%
101 Potongan Pajax PPN Pusat 0,06 340.905,00 | 0119/SSP/06.201/2022 (340.909,00) 10.012.475,00
-8 nyxn Belanaja Barang komsumsl Masan/Minum, 8%
1.1.04. Potongan Pasak PPN Pasal 23 0,00 63.182,20 | 0120/SSP/06.2012/2022 (68.182,00) 9.944.293,00
- hyxn Belanja Hancsanwer, 8%
L0 Potongan Pazak PP Pasal 22 0,00 13.636,00 | 0121/SSP/0S8.2012/2022 (13.636,00) 9.930.657,00
50 3122022 Betanyja Barang Komsumst Makan/Minum, 8%
710 Potongan Pajsk PPN Pusat 0,00 390.909,00 | 0122/SSP/06.2012/2022 (340.505,00) 9.589.744,00
=t R Belarga Barang Konsums Makan/Minum, 8%
11.1.04. Potongan Pajk Peh Pasal 23 0,00 68.182,00 | 0123/SSP/06.2012/2022 (68.182,00) 9.521.566,0C
=2 npyon Belarma Hanasarvozer, 8%
.1.1.03. Potongan Pajsk PPh Pasal 22 0,0 1363600 | 0124/SSP/06.2012/2022 (13.636,00) 9.507.930,00
P) naven Belarga Barang Korsumsi Makany/Minum, 8%
Poconaan Paisk PPN Pusat 0.00 090900 | D125/SSMS.2012/022 (340.909,00) 9167.001.00
4 nnyoR Belanja Barang Konsums MakanyMinum, E%
104, Potongan Pajak PP Pasal 23 0,00 63.18200 | 0126/SSP/06.2012/2022 (68.182,00) 9.058 835,00
Halaman 41
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Kode Peneri
He. Tanggel Rekaning Uralan — Penpeiuara Nomor Buktt oy Suide
> - - ane (%) Transskal (Rp) (%)
4 L] Ll 1]
0% nnpyxn Betarms Handsantzer, B%
1100 Potongan Pk PPN Pasel 22 0,00 1363600 | 0127/550/06.2012/2072 (13 635,00) 085 203,50
gl 1300 Betanys Bariey) Kormums Makan/Minum, B%
1108, Potongen Pajss PPN Pusat 0,00 340.909,00 | 0128/556/06 2012/2022 (340.509,00) 7200
%7 1127012 Beiams Barang Konsumst Makan/Minum, 8%
1.04. Potongan Paysk PP Pacal 23 0,00 6818200 | 0129/55P/06.2012/2022 (68.122.00) 267611200
"% 11272022 Delanja Handurstizer, %
7.1.1.03. Potongan Pagsk Pen Pasal 22 0,00 13.636,00 | 0130/559/06.2012/2022 (13636,00) 8.562.475,00
o nnywn Betan)s Barang Konsums Makan/Minum, 8%
71101 Potongan Pajsk PPN Pusat 0,00 340.909,00 | C131/55°/06.2012/2022 (340.929 00) 8.321.547,00
810 nnyma Belans Barang Konmusra Makan/Mnum, 8%
.1.04. Potongan Pajsh, PPN Pacal 23 000 62.182,00 | 0132755966 2012/2022 (68.122.20) £.253.385.00
L7111 on Belanja Handsarwuzer, 8%
7.1.1.03. Potongan Pajek PPh Pazal 22 0,00 13.626,00 | 0132/55P/06.2012/2022 {13.636,00) 239.745,00
12 022 Betangs Barang Konsums! Makan/Mioum, 8%
71101 Potongen Pajsk PPN musat 0,00 340.909,00 | 0134/SSP/06.2012/2022 (340.509,00) 7.89%.840,00
513 nnyon Belara Barang Konsums! MakanyMinurm, 8%
1.1.04. Potongan Pajax PP Pasal 23 0,00 60.182,00 | 0135/559/06.2012/2022 (64.182,00) 830 650,00
514 NP2 Belarma Handsanstizer, 5%
1.1.03, Potongan Pajsk PP Pesel 22 0,00 13.636,00 | 0136/55/06.2012/2022 (12.636,00) 7.817.022.00
1S npyxn Belanys Barang Konsums! Makan/Minum, 5%
13,01, | Potongan Pajsk PPN Pusat 0,0 310.909,00 | 0137/5SP/6.2012/2022 (340.509,00) 7A476.113,00
5s nnyou Befanga Barang Konsums! Makan/Minum, 8%
1,104, Potongan Pajsk PPh Pasal 23 0,00 62,182,00 | 0138/SSP/06.2012/2022 (68.182,00) 7.407.931,00
517 ny0n Belanja Handsansuzer, 8%
1103 Potongan Pajak PP Pasal 22 0,00 13.636,00 | 0139/SSP/06.2012/2022 (13.636,00) 7.394.295.00
1272022 Belana sarang KONSUMS MakaryMaum, &
L1.01. o Pajak PPN Pusat 0,00 340.909,00 | 0140/SSP/06.2012/2022 (340.909,00) 7.053.386,00
Halarran 42

IR 7
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Perlode 01/01/2022 5.4 31/12/2022

Natto

saldo

wo | Tengust !..sl.t..- Uralan (%) (Re) » Transaksi (Rp) (Rp)
5 : = Py (] 7
59 nnRn Belanjs Barang Konsums MakanyMnum, 8%
701,04 Potongan Pajak PPN Fesal 0,00 68.182,00 | 0141/559/06.2012/2022 68.182,00) 6.985.204,00
50 npyxn Belanp Mancsansuzer, 8%
1,183, Potongan Pajsk, PPh Pasal 0,00 12.636,00 |42/559/06.201 /2022 (13.636,00) 6.971.568,00
2 Y12 Belarya Barang Konsums! Makan/Minum, 8%
101 Potongan Pajsk PPN Pusat 0,00 340.909,00 43/SSP/06.2012/2022 (340.509,00) 6.630.659,00
= npen Belava Barang Konsums! Makan/Minum, M
71104 Potongan Pajsk FPn Pasal 23 0,00 66.182,00 44/S5P/08.2012/2022 (68.182,00) 6.562.477,00
s npupR Belara Harcisanauzer, 8%
72103 Fotongen Pajak PPh Pasal 22 0,00 1363600 | D145/SSP/06.2012/2022 (13.636,00) 6.548 841,00
524 npyn2 Belaya Barang Korsumsi Makan/Mewn, 8%
7.1..01. | Pomongan Pajk PPN Pusst 0,00 340.909,00 | 0146/SSP/06.2012/2022 (370.909,00) €.207.932.00
25 e Belanga Barang Konsumsi Makan/Mnum, 8%
11104, | Potmngan Pajsk PPN Pasa 000 £8122,00 | 0147/555/06.2012/2022 (68.182,00) 139.750,00
26 nnyx2 Belana Handsanizer, 8%
71103 Pocongan Pagek PPN Pasal 22 000 13636,00 | 0148/SSP/06.2012/2022 (1363600) | 6126114 .00
27 YN Belanyy Barang Konsums: MakaryMinum, 5%
74101 Fowngan Pajak PPN Pusat 000 340.909,00 | 0149/SSP/06.2012/2022 (340.909,00) 785.205,0C
= npx Belarma Barang Konsumsl Makan/Meum, 8%
73.1.04. | Potongan Pajak PPh Pasal 23 0.00 68.182,00 | 0150/SSP/D6.2012/2022 (68.182,00) $.717.023,00
29 nnynn Belaa Handsanitizer, 8%
100 | Fomngan Pajsk PPn Pesal 2 0,00 13636,00 | 015/SSPOS.2012/2022 £13.636,00) 5.703.387,00
50 nyRn Belara Barang Konsurmsi Makan/Minum, 8%
.L10L | Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 340.509,00 | 0152/SSP/06.2012/2022 (340.509,00) 5.362.478,00
31 npvn Belana Barang Konsums: Makan/Minum, 8%
71104 | Potongan Pask PPh Pasal 23 0,00 ea.182,00 | 0153/5SP06 201272022 (sa.182.00)
a2 sulvaa Boaye ra e sz, y
70803 | Potongan Pajsk PP Fasal 22 0,00 136%,00 | o1sySSPOS 122022 Ase0)
[ et
Halarman &
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Periode 01/01/2022 ».d 31/12/3022
Rode Ursian =y
; Nomor Bukt!
= P ("p) Transaksl (Rp) (%)
2 3 - 660,00
RNAN 1T TR0 | 20AMTIZE o
Saato Kas per tangoa 31 Decemtder 2027 serwia P2 S.0%0 56000
e LOMPO, 31
L Tes o 190 STXRITANS
5 Bk 5] 51418000
uman " $.250 860,00
—ee
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